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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Pada era adaptasi baru dan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dinamis 

karena adanya pandemi Covid-19, kemajuan teknologi (industry 4.0) dan besarnya 

tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dari masyarakat mengharuskan 

pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Selain pelayanan publik yang berkulitas pemerintah juga diharapkan 

mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata 

dan berkeadilan. 

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah juga 

dituntut untuk mampu efisien dan akuntabel dalam penggunaan sumber daya baik 

sumber daya aparatur maupun anggaran. Hal tersebut merupakan bagian dari usaha 

pemerintah daerah dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik (good 

governance). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2010:67) yang 

menjelaskan bahwa Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah sistem 

yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara 

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pemerintah harus memiliki 

pembagian porsi sumber daya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai selama 

masa pemerintahan. Sehingga setiap pemerintah daerah perlu terlebih dahulu 

menetapkan prioritas-prioritas kebijakan yang bertujuan agar alokasi sumberdaya 

dapat difokuskan pada prioritas tertentu dan berdampak secara meluas bagi 

kepentingan masyarakat. 

Tatakelola pemerintahan merupakan salah satu aspek yang paling 

menentukan pemerintahan berjalan dengan efektif atau tidak. Tatakelola 

pemerintahan adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung 

kinerja pemerintahan. Tatakelola dan kinerja tersebut berjalan beriringan, jika 
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tatakelola pemerintahan baik maka kinerja pemerintahan juga baik, begitu juga 

sebaliknya. Oleh karena itu tatakelola pemerintahan yang efektif dan profesional 

diyakini mampu menjadi titik ungkit kinerja di segala bidang. Dimensi tatakelola 

pemerintahan yang dimaksud di atas dapat dipahami secara lebih mikro seperti 

sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem Pemerintahan berbasis 

Elektronik, sistem Manajemen Kinerja Pembangunan, dan sebagainya yang dapat 

dimaknai sebagai unsur dari tatakelola pemerintahan. Berbagai sistem tatakelola 

tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga 

pengelolaannya memerlukan sistem yang terintegrasi. 

Dalam rangka terwujudnya sistem yang terintegrasi maka pemerintah perlu 

menyusun kerangka perencanaan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada 

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Visi 

Kabupaten Lamongan 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kejayaan Lamongan 

yang Berkeadilan” yang dijabarkan kedalam lima misi salah satunya fokus pada 

tata kelola pemerintahan yaitu misi ke-5 yakni Menghadirkan Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang 

Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi. Sementara itu 

setiap pemerintah daerah dibatasi oleh periode pemerintahan yang sangat terbatas, 

yaitu hanya 5 tahun dalam 1 masa periode pemerintahan. Tentu hal tersebut menjadi 

tantangan untuk pemerintah daerah dalam merancang tatakelola pemerintahannya. 

Berbagai prioritas kebijakan harus dijalankan dan diselesaikan sesuai dengan 

rencana yang telah disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu 

dibutuhkan kerangka kerja berupa peta jalan (roadmap) terhadap rencana perbaikan 

yang harus dilakukan dalam konteks tatakelola pemerintahan. 

Adanya Roadmap yang merupakan dokumen strategi perencanaan untuk 

melaksanakan tatakelola pemerintahan yang disusun dan dilakukan 5 (lima) tahun 

sekali dapat menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan 

perbaikan secara bertahap pada setiap dimensi tatakelola pemerintahan, 

memperjelas pembagian peran, tanggungjawab dan target. Sebagai salah satu 

daerah yang memiliki misi untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan dan 

pelayanan publik, merancang roadmap tatakelola pemerintahan adalah wujud nyata 

untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lamongan. 
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Road Map tata kelola pemerintahan atau yang biasa disebut dengan roadmap 

Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun 

mendatang. Adanya Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi 

Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan pelaksanaan dan 

perbaikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan 

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 merupakan 

amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis, penyusunan Road Map mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah. Untuk Substansi area perubahan merujuk pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. 

Substansi Reformasi Birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam grand design 

Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, yang terbagi dalam tiga periode, yaitu: (1) 

Road Map RB tahun 2010-2014, (2) Road Map RB tahun 2015-2019, dan (3) Road 

Map RB tahun 2020-2214 dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 1. 1 Grand Design Reformasi Birokrasi 

Sumber: Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2020 
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Adapun tujuan dan tematik jangka panjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 2 Tujuan Jangka Panjang Reformasi Birokrasi di Indonesia 

Sumber: Permen PAN dan RB No. 25 Tahun 2020 

 

Merujuk pada gambar di atas dapat difahami bahwa pada saat ini merupakan 

fase ke tiga dalam dalam milestones reformasi birokrasi di Indonesia dengan tujuan 

dynamic governance yang bercirikan pemerintahan yang mampu melakukan 

penyesuaian kebijakan dan kualitas pelayanan publik, serta peruabahan cara dalam 

merumuskan dan implementasi kebijakan sehingga tujuan dari pemerintah dapat 

tercapai denga baik. Selain itu pada fase ketiga ini diharapkan menghasilkan 

karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan 

dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata 

kelola yang semakin efektif dan efisien. Selain itu pada fase ketiga Road Map 

Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, asas yang dikedepankan adalah Fokus dan 

Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara 

fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan, sedangkan prioritas berarti setiap 

instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan 

karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. 

Adanya Road Map ini selain dalam rangka membantu menjabarkan visi misi 

pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 juga sebagai bentuk 

dukungan dan lineriasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 serta untuk melanjutkan 

pelaksanaan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam RPJMN 2020-2024 agenda Reformasi 
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Birokrasi merupakan prioritas pemerintah yang tertuang di dalam misi ke-8 yakni 

“Pengelolaan Pemerintahan yang Bersif, Efektif dan Terpercaya”. Selain itu 

Reformasi Birokrasi juga menjadi program pengarusutamaan bagi seluruh 

kementrian/ lembaga/ dan pemerintah daerah. Agenda Reformasi Birokrasi juga 

menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang di 

dalam Misi Pembangunan ke-3 yakni “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, 

Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk 

Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan”. Melalui 

Reformasi Birokrasi diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan 

kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta 

berisi dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan dengan 

Road Map sebelumnya, setidaknya terdapat tiga hal yang akan diperbarui. Pertama, 

Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan 

dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan 

yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar 

dapat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Hal ini dilakukan agar 

reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah di lingkungan 

pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, 

dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan 

Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Selain itu di dalam Peraturan Menteri PAN 

dan RB No. 25 Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa dalam rangka optimalisasi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan 

banyak pihak. Pelibatan dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Secara vertikal yakni melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level 

paling strategis sampai paling teknis. Sedangkan secara horizontal yakni 

melibatkan lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, 

dunia usaha, akademisi, dan politisi. Hal-hal baru yang membedakan fokus dan 

prioritas Road Map Reformasi Birokrasi fase ketiga dengan sebelumnya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. 3 Hal-hal Baru, Fokus dan Prioritas Road Map Reformasi 

Birokrasi 
Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No. 25 Tahun 2020-2024 

 

Selanjutnya, wujud dari Reformasi birokrasi dapat dilihat dari terlaksananya 

delapan area perubahan dilingkungan pemerintahan daerah. Adapun delapan area 

perubahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian pendayagunaan aparatur negara 

dan reformasi birokasi yang menjadi dasar dalam penyusunan road map reformasi 

birokrasi di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. 4 Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi  

Sumber: Peraturan Menteri PAN dan RB No. 25 Tahun 2020-2024 

 

Lebih melibatkan banyak pihak
(Vertikal & Horizontal)

Strategi Lebih Implementatif

Program dan Kegiatan di desaian
sampai unit kerja terendah
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1. Manajemen Perubahan, dalam mendorong setiap kementerian/ lembaga/ 

pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, 

maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang 

lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU 

Nomor 5 Tahun Road Map 2020- 2014 Strategi lebih implementatif Lebih 

melibatkan banyak pihak (vertikal dan horizontal) Program dan kegiatan 

didesain sampai ke unit kerja 11 2014), ASN semakin dibangun karakter dan 

budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari 

intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta 

mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk 

masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan 

persatuan dan kesatuan bangsa.  

2. Deregulasi Perubahan, dalam road map ini deregulasi kebijakan dimaksudkan 

dengan penyederhanaan peraturan. Setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah 

daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/ peraturan yang akan 

menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. 

Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada 

sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan 

Keputusan Menteri yang dinilai menghambat. 

3. Penataan Organisasi, dalam hal ini dilakukannya kajian untuk menelaah 

keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS). Hasil kajian merekemendasikan 

untuk melikuidasi dan fungsi-fungsinya dilaksanakan oleh instansi terkait, 

integrasi atau penggabungan LNS yang memiliki tugas fungsi serupa, 

integrasi LNS ke kementerian atau lembaga yang membidangi urusan 

pemerintahan yang sama. Selain itu, dalam rangka menciptakakan organisasi 

yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan 

efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur 

organisasi pemerintah. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, maka 

diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional 

4. Penataan Tatalaksana, telah diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan 

untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu 
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baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan melakukan 

penerapan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

memanfaatkan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE sehingga 

dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan SPBE dan 

mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK. Hal ini akan berdampak 

pada peningkatan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, 

peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata 

kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

5. Penataan SDM, aparatur Kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dituntut 

untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang professional, 

berintegritas dan berdaya saing tinggi. Upaya yang dilakukan dalam 

mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN 

secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer 

Assisted Test (CAT). Sehingga nantinya akan di dapat ASN yang benar-benar 

kompeten dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, penataan sumber 

daya manusia aparatur juga diarahkan agar kinerja setiap pegawai selaras 

dengan pencapaian kinerja organisasi. Untuk itu, penerapan manajemen 

kinerja yang efektif melalui perencanaan kinerja pegawai, bimbingan kinerja, 

penilaian kinerja, serta pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil 

penilaian kinerja pegawai menjadi kata kunci di dalamnya. 

6. Penguatan Akuntabilitas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi masih terus mendorong penguatan Akuntabilitas Kinerja 

melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal ini sesuai 

dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan 

efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan 

tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan 

organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara 

efektif dan efisien. 

7. Penguatan Pengawasan Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada 

tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya 

jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi 
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Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang lansung dapat dirasakan 

oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi 

Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role 

model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). 

Fokus pembangunan ZI adalah pada unit kerja yang mampu membangun 

budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya 

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua 

penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang 

berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan 

prima. Selain itu, bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik tidak 

terlepas dari pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi 

penyeleggaraan pelayanan publik yang dilakukan. Bukti lain dari terjadinya 

peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan 

publik yang dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Penyelenggaraan pelayanan publik juga dilaksanakan secara terpadu dan 

terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung 

pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik 

(MPP). Dengan adanya Mal Pelayanan Publik, masyarakat semakin 

merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam 

mengurusi berbagai jenis layanan atau perizinan baik secara individu maupun 

sebagai badan usaha. 

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu 

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai dokumen perencanaan tata 

kelola pemerintahan tahun 2021-2025 dalam rangka mewujudkan Kejayaan 

Lamongan yang Berkeadilan. Selain itu melalui Roadmap ini diharapkan dapat 

melakukan perubahan secara menyeluruh dan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, kapasitas sumberdaya aparatur yang professional dan berkinerja tinggi serta 

berkarakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) dan dynamic 

governance. 
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B. Landasan Hukum 

Dasar hukum atau pijakan normatif dalam penyusunan Roadmap Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negera Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025; 

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 

dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 80); 

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 108); 

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen 

Perubahan; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 

Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1538); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokasi 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1168); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1455); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1813); 
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18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 

Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25); 

19. Peraturan Menteri Penndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Tahun 2020- 2024; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). 

 Menambahkan perda baru 

C. Maksud dan Tujuan 

Berlandaskan pada semangat pembaharuan dan perubahan menuju 

pemerintahan yang diamis serta tata kelola pemerintahan yang modern, maka 

maksud penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik 

adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu 

melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi; 
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2. Mengendalikan proses perubahan melalui Langkah-langkah konkrit untuk 

memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan agar dapat menghasilkan 

pemerintahan yang bersifat dynamic governance. 

Adapun tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesamaan pemahaman bagi perangkat daerah mengenai Road 

Map Reformasi Birokrasi; 

2. Memberikan panduan bagi sumber daya aparatur dalam mencapai tujuan 

penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di 

masing-masing perangkat daerah secara sinergis, efektif, efisien, terukur, 

konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

D. Hubungan Antar Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 

Dalam rangka terwujud sistem perencanaan tata kelola pemerintahan yang 

integrasi, maka dalam penyusunan dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Lamongan tahun 2021-2025 memperhatikan keselarasan dan arah 

kebijakan dalam dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Lamongan, 

pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 

kerangka pikir sebagai berikut:  

 

Gambar 1. 5 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dengan Roadmap 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2025 

Sumber: Data Sekunder diolah 
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E. Langkah-Langkah Penyusunan Roadmap Reformasi 

Birokrasi 
Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2021-2025 telah mengacu pada ketentuan tentang langkah-

langkah umum penyusunan dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang tertuang 

dan dijelaskan dalam Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Hal ini dikarenakan di pada Permenpan RB 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 

tidak tercantum dan menjelaskan langkah-langkah umum penyusunan Road Map 

Reformasi Birokrasi.  

Adapun tahapan dan langkah-langkah yang dijadikan acuan oleh pemerintah 

Kabupaten Lamongan yakni sebagai berikut: 

1. Assessment Organisasi, yakni tahapan untuk melakukan penilaian terhadap 

kondisi organisasi saat ini melalui langkah sebagai berikut: a) Target kinerja 

yang harus dicapai 5 tahun ke depan; b) Bagaimana kapasitas organisasi 

untuk mencapai target 5 tahun ke depan; c) Bagaimana harapan publik 

terhadap organisasi; d) Apa kemajuan yang sudah dicapai dan e) Isu-isu 

strategis yang dihadapi. 

2. Kondisi yang Diinginkan, yakni tahapan untuk melakukan penilaian terhadap 

organisasi yang diinginkan melalui langkah sebagai berikut: a) Bagaimana 

seharusnya kondisi organisasi agar dapat terwujud target kinerja yang harus 

dicapai agar sesuai dengan RPJMN/RPJMD; dan b) Target-target apa yang 

ingin diperbaiki/disempurnakan melalui reformasi birokrasi. 

3. Identifikasi Permasalahan, yakni tahapan untuk melakukan identifikasi 

permasalahan yang menjadi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi 

yang diharapkan melalu langkah sebagai berikut: a) Permasalahan-

permasalahan di area perubahan yang spesifik terjadi di organisasi; b) 

Keterkaitan antar permasalahan; dan c) Prioritas permasalahan. 

4. Rencana Aksi Perubahan, yakni tahapan untuk penyusunan Rencana Aksi 

perubahan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan agar organisasi 

dapat mencapai kondisi yang diharapkan melalui langkah sebagai berikut: a) 

Menetapkan target-target dan prioritas; b) Melakukan pemeliharaan/ 
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meningkatkan terhadap hal yang sudah baik; dan c) Menyusun rencana aksi 

untuk pemecahan masalah organisasi. 

 

F. Sistematika Dokumen 

Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-

2025 mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 

Adapun sistematika dokumen Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai 

berikut: 

 

Bab I Pendahuluan  

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan 

pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Lamongan. Secara 

umum dan ringkas juga menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi.  

 

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah  

Pada Bab II menguraikan tentang gambaran Umum Birokrasi di pemerintah 

Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi tiga point utama yakni: 

1. Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) 

hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: 

pemerintah bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kualitas 

pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi 

mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus 

dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masuh perlu 

disempurnakan; 

2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil 

birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 

sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan; dan 

3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai 

permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka 

mewujudkan harapan para pemangku kepentingan. 
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Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah  

Pada Bab III menguraikan tentang agenda Reformasi Birokrasi di pemerintah 

Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi tiga point utama yakni: 

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi yang menguraikan fokus perubahan 

reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian: a). Prioritas pembenahan 

manajemen pemerintahan daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi 

prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; b). 

Prioritas yang harus terus diperlihara; c). Prioritas yang terkait dengan 

peningkatan kualitas pelayanan; d). Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, 

yaitu: pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan 

memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan 

kualitasnya; kedua, quick wins; dan e). Prioritas Perangkat Daerah, yaitu 

fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah. 

2. Sasaran, Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku 

kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan prioritasnya; 

3. Kegiatan-kegiatan, Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai 

dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam 

komponen model penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2012); 

4. Rencana Aksi Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang 

akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas 

atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-

target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi Quick Wins, 

penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Disusun dalam 

bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-

langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan. 
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Bab IV Monitoring dan Evaluasi  

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka 

menjamin konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan serta dampaknya bagi 

masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan. 

 

Bab V Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN BIROKRASI 

PEMERINTAH DAERAH 
 

A. Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 

Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang ideal melalui strategi 

dan rencana aksi yang dituangkan di dalam dokumen Roadmap Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2021-2025, perlu untuk memahami isu 

strategis tata kelola pemerintahan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang 

harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil telaah 

permasalahan dan potensi serta hasil diskusi antar stakeholder maka setidaknya 

terdapat tiga isu strategis yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan sasaran 

Reformasi Birokrasi yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan 

pada lima kedepan yakni sebagai berikut: 

Isu strategis pertama yakni Besarnya tuntutan layanan publik yang responsif 

dan adaptif. Berubahnya perilaku masyarakat dan era adaptasi baru, menuntut 

pelayanan disektor pemerintahan untuk lebih cepat, efisien dan akuntabel. Salah 

satu yang dapat dikembangkan oleh pemerintah yakni memaksimalkan potensi 

teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik sehingga dapat 

mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Peningkat pelayanan publik perlu 

dilakukan pada bidang perizinan, kependudukan dan catatan sipil, layanan 

pendidikan dan kesehatan. Melalui Reformasi Birokrasi pemerintah diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ditengah berbagai tuntutan 

masyarakat yang sangat dinamis, dengan demikian pemerintah daerah diharuskan 

lebih responsif dan adaptif untuk menjawab tantangan yang ada. Harapannya 

kedepan Kabupaten Lamongan dengan potensi yang dimiliki tidak hanya fokus 

pada digitalisasi pelayanan publik tapi dapat menerapkan dan mengembangkan 

smart city. 
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Isu strategis ke dua yakni Masih tingginya derajat ketergantungan bantuan 

dari pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan analisis derajat desentralisasi 

fiskal, tingkat ketergantungan kabupaten Lamongan pada dana transfer daerah 

masih tinggi. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lima tahun 

terakhir pertumbuhannya mengalami stagnan. Oleh karena itu diperlukan upaya 

strategis untuk penurunan derajat ketergantungan melalui peningkatan PAD. 

Pemerintah perlu membuat peta dan data terpadu potensi pajak dan retribusi daerah 

dalam rangka mengoptimalkan pendapatan, hal ini diperlukan seiring dengan 

berkembangnya usaha. Oleh karena itu diperlukan perencanaan, pemungutan, 

pengendalian dan pengawasan terhadap wajib pajak. Disamping itu peran BUMD 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan melalui 

pengembangan usaha BUMD dan penambahan modal usaha. 

Isu strategis ke tiga yakni Perlunya penanganan kesenjangan kompetensi 

dengan tingkat Pendidikan dan penempatan jabatan melalui peningkata kompetensi 

sumber daya aparatur. Pada saat ini masih terdapat ASN di Kabupaten Lamongan 

dengan tingkat pendidikan yang cukup rendah, hal ini membutuhkan perhatian 

khusus mengingat tingkat pendidikan ASN akan berpengaruh pada pola pikir dan 

kinerjanya. Selain itu, latar belakang pendidikan ASN di kabupaten Lamongan 

masih didominasi lulusan ekonomi dan manajemen. Sehingga menjadi celah kurang 

seimbangnya komposisi pegawai di setiap perangkat daerah. Penambahan tenaga 

teknis atau pengembangan kompetensi teknis untuk ASN menjadi langkah 

antisipasi yang cukup efektif untuk memperkecil kesenjangan kompetensi. 

Tuntutan pengembangan kompetensi menjadi hal yang lumrah pada saat ini, akan 

tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan antusiasme sumber daya aparatur 

Kabupaten Lamongan. ASN Kabupaten Lamongan cenderung kurang berminat 

untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, pola pikir seperti ini yang 

akan menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan daerah. Kendala diatas 

diharapkan akan berkurang dengan adanya perubahan mindset pelaksanaan 

pengembangan kompetensi tidak lagi sebagai kewajiban namun sebagai hak 

aparatur dan mendapatkan dukungan dari semua stakeholder. 

Berdasarkan isu strategis tentang tata kelolah pemerintahan di atas, 

pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen untuk menjawab dan 
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menyelesaikan isu tersebut dalam lima tahun yang akan datang. Komitmen tersebut 

tertuang di dalam Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2021-

2026.  Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah 

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”. 

Kejayaan lamongan: adalah suatu kondisi terwujudnya lamongan sebagai 

kabupaten yang terdepan (masyhur) unggul, maju dalam pembangunan sumber 

daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi berbasis potensi unggulan 

sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakatnya. 

Berkeadilan: adalah suatu kondisi lamongan yang semakin merata 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan konektivitas pelayanan publik. 

berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk 

mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan 

pekerjaan sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan 

melalui upaya perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat 

kurang sejahtera. 

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 5 Misi pembangunan sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi 

Unggulan Daerah (Fokus Ekonomi) 

2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif 

Terhadap Perubahan Zaman (Fokus Pembangunan Manusia) 

3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan 

Lingkungan (Fokus Infrastruktur) 

4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-

Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan 

Tentram (Fokus Kesejahteraan Dan Sosial). 

5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan 

Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi 

Birokrasi (Fokus Tata Kelola Pemerintah) 

 

Misi yang menjadi bagian komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi adalah misi 
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ke-5. Dalam rangka mencapai target pada misi yang ke-5, sebagaimana yang kita 

ketahui di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2021-2026 pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan 

tiga strategi yakni: (1) Meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, murah 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integratif; (2) Meningkatkan 

efisiensi birokrasi dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Responsif, Tangguh 

dan Dinamis; dan (3) Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan  peran serta 

masyarakat dalam pembangunan desa. 

Selanjutnya dalam di dalam proses menjalankan tugas pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Lamongan didukung oleh 

8.774 Aparatur Sipil Negara (ASN). Gambaran terkait jumlah ASN di Kabupaten 

Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2021 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 4.312 Orang 49,31% 

Perempuan 4.432 Orang 50,69% 

Total 8.774 Orang 100% 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. 

Lamongan, 2021 
 

Jika dilihat dari jenis atau jenjang jabatan, ASN di Kabupaten Lamongan 

terdiri dari jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), jabatan administrator 

(eselon III), jabatan pengawas (eselon IV) dan jabatan pelaksana serta jabatan 

fungsional dengan rincian pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 2 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara Berdasarkan 

Jabatan 

Jenis Jabatan Jumlah Persentase 

Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) 31 Orang 0,35% 

Administrator (Eselon III)  207 Orang 2,37% 

Pengawas (Eselon IV) 676 Orang 7,73% 

Pelaksana 1.556 Orang 17,80% 

Fungsional 6.274 Orang 71,75% 

Total 8.774 Orang 100% 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. 

Lamongan, 2021 

 

Jumlah ASN yang menempati Jabatan Fungsional pada saat ini merupakan 

persentase tertinggi dibandingkan dengan jabatan yang lain, mayoritas ASN yang 
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menempati jabatan fungsional berada disektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian 

dan Perikanan. Sedangkan untuk Pelaksana yakni setara dengan staf.  Namun dalam 

perkembangannya dan mengacu peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terkait 

penyederhanaan struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah, nantinya akan 

terdapat perubahan untuk jenjang jabatan. Perubahannya yakni menggantikan 

jabatan eselon IV menjadi jabatan fungsional. Adanya ketentuan tersebut tentu akan 

memberikan pengaruh terhadap profil jabatan ASN di Kabupaten Lamongan. 

Secara jumlah dan persentase akan ada penambahan jumlah untuk jabatan 

fungsional. Perbandingan banyaknya perempuan dan laki laki pada jabatan Eselon 

II, III, IV secara berturut turut adalah adalah 5:31, 54:165, 262:443 dan setiap 

tahunnya terdapat peningkatan jumlah pegawai perempuan yang menempati 

jabatan (eselon). 

Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis golongan, yakni golongan IV A, B, 

C, D dan E, golongan III A, B, C dan D, golongan II A, B, C dan D, golongan I A, 

B, C dan D, mayoritas ASN Kabupaten Lamongan bergolongan III dan masih ada 

yang bergolongan I.  

Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara  

Berdasarkan Golongan 
Jenis Jabatan Jumlah Persentase 

Golongan IV 2.664 Orang 30,47% 

Golongan III  4.905 Orang 56,10% 

Golongan II 1.115 Orang 12,75% 

Golongan I 60 Orang 0,69% 

Total 8.774 Orang 100% 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. 

Lamongan, 2021 
 

Secara umum jenis golongan ASN biasanya dipengaruhi oleh jenjang 

Pendidikan dan lama kerja. Mayoritas jenjang Pendidikan ASN Kabupaten 

Lamongan yakni D-IV dan S1, namun juga masih ada ASN yang jenjang 

pendidikannya masih setara SMA dan juga SMP. Berikut adalah profil ASN 

Kabupaten Lamongan berdasarkan tingkat Pendidikan terakhir: 

Tabel 2. 4 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara  

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

S-3 1 Orang 0,01% 

S-2 1.088 Orang 12,44% 
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S-1/ D IV 5.495 Orang 62,84% 

D III, DII, DI 1.074 Orang 12,28% 

SETARA SMA dan SMP 1.086 Orang 12,42% 

Total 8.774 Orang 100% 

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kab. 

Lamongan, 2021 

 

Secara kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lamongan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari 

unsur Pengawasan, Dinas, Badan, Sekretariat, Bagian dan Kecamatan dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 2. 5 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan 

No Nama Perangkat Darah 

1 Inspektorat  

2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

3 Sekretariat DPRD 

4 Dinas Pendidikan 

5 Dinas Pemuda dan Olah Raga 

6 Dinas Perhubungan 

7 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

8 Dinas Kesehatan 

9 Dinas Sosial 

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

11 Dinas PU. Bina Marga 

12 Dinas PU. Sumber Daya Air 

13 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

17 Dinas Perikanan  

18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

20 Dinas Tenaga Kerja 

21 Dinas Lingkungan Hidup 

22 Dinas Komunikasi Dan Informatika  

24 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah 
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No Nama Perangkat Darah 

25 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 

26 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 

27 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

28 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 

29 Satuan Polisi Pamong Praja 

30 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

31 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

32 Badan Pendapatan Daerah 

34 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

36 Rsud Dr. Soegiri 

37 Rsud Ngimbang 

38 Bagian Tata Pemerintahan 

39 Bagian Kerja Sama 

40 Bagian Hukum 

41 Bagian Kesejahteraan Rakyat 

42 Bagian Perekonomian 

43 Bagian Sumber Daya Alam 

44 Bagian Administrasi Pembangunan 

45 Bagian Umum 

46 Bagian Organisasi 

47 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 

48 Bagian Perencanaan Dan Keuangan 

49 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 

50 Kecamatan Babat 

51 Kecamatan Bluluk 

52 Kecamatan Brondong 

53 Kecamatan Deket 

54 Kecamatan Glagah 

55 Kecamatan Kalitengah 

56 Kecamatan Karangbinangun 

57 Kecamatan Karanggeneng 

58 Kecamatan Kedungpring 

59 Kecamatan Kembangbahu 

60 Kecamatan Lamongan 

61 Kecamatan Laren 



28 

 

No Nama Perangkat Darah 

62 Kecamatan Maduran 

63 Kecamatan Mantup 

64 Kecamatan Modo 

65 Kecamatan Ngimbang 

66 Kecamatan Paciran 

67 Kecamatan Pucuk 

68 Kecamatan Sambeng 

69 Kecamatan Sarirejo 

70 Kecamatan Sekaran 

71 Kecamatan Solokuro 

72 Kecamatan Sugio 

73 Kecamatan Sukodadi 

74 Kecamatan Sukorame 

75 Kecamatan Tikung 

76 Kecamatan Turi 

Sumber: Bagian Organisasi, Kabupaten Lamongan, 2021 

 

B. Gambaran Umum Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah 
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025, beserta regulasi turunannya terkait reformasi birokrasi 

mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah 

perubahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas 

dari KKN, pelayanan yang berkualitas, serta meningkatkan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Atas dasar tersebut, pemerintah Kabupaten 

Lamongan telah berupaya meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan untuk 

percepatan Reformasi Birokrasi. 

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dan diukur 

dari semakin meningkatnya prestasi atas realisasi terhadap target yang telah 

ditetapkan.  Oleh karena itu dalam rangka mengetahui kondisi umum tata kelola 

birokrasi Kabupaten Lamongan perlu melihat capaian atau realisasi terhadap 

sasaran perubahan birokrasi. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
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Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 terdapat 

perubahan atau modifikasi rumusan sasaran perubahan reformasi birokrasi. 

Perubahan rumusan sasaran reformasi birokrasi dari fase ke dua ke fase yang ketiga 

yakni sebagai berikut: 

Tabel 2. 6 Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi 

No 

Sasaran Permenpan RB No 11 Tahun 

2015 Tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2015-2019 

Sasaran Permenpan RB No 25 Tahun 

2020 Tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Tahun 2020-2024 

1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel  Birokrasi yang bersih dan akuntabel  

2 Birokrasi yang efektif dan efisien Birokrasi yang Kapabel 

3 

Birokrasi yang memiliki pelayanan 

publik  

berkualitas 

Pelayanan publik yang Prima 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat difahami bahwa perubahan sasaran Reformasi 

Birokrasi pemerintahan daerah dari fase dua ke fase yang ketiga menunjukkan 

bahwa pemerintah tengah berupaya meningkat standard kualitas tata kelola 

pemerintahan dan kapabilitas sumberdaya aparatur. Pemerintah memahami bahwa 

ditengah tuntutan masyarakat yang dinamis, pelayanan publik tidak cukup hanya 

berkualitas tetapi harus prima. 

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan perubahan birokrasi 

merujuk pada tiga aspek sasaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu: (1) Birokrasi yang Bersih 

dan akuntabel; (2) Birokrasi yang Birokrasi yang kapabel; dan (3) Pelayanan Publik 

yang Prima. Pengukuran perubahan pada tiga aspek sasaran reformasi birokrasi 

menggunakan indikator kuantitatif/kualitatif yang terukur, merujuk pada dokumen 

road Map Reformasi birokrasi nasional, dan dapat dikembangkan dengan indikator 

masing-masing pemerintahan daerah sejauh diperlukan. 

Selanjutnya dalam rangka mengetahui capaian kinerja Reformasi Birokrasi 

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan selama periode 

tahun 2016-2020 maka masih menggunakan indikator pada sasaran Reformasi 

Birokrasi yang tertuang di dalam Permenpan RB No 11 Tahun 2015 Tentang Road 
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Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yakni Birokrasi yang bersih dan 

akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki 

pelayanan publik berkualitas. Capaian dari masing-masing indikator sasaran akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 

Birokrasi dikatakan bersih dan akuntabel apabila bisa 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam proses pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan. Secara umum akuntabilitas adalah sebuah konsep etika 

yang dekat dengan administrasi publik atau pemerintahan, yang mempunyai 

beberapa arti antara lain, dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), dan 

kemampuan memberikan jawaban (answeraility). Secara normative dalam pasal 7 

Undang-undang No.28 tahun 1999, yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

Merujuk pada pemahaman di atas, maka akuntabilitas yang digunakan dalam 

dokumen ini yakni kemampuan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam 

mempertanggungjawabkan penggunaan berbagai sumber daya yang digunakan 

untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan (pembangunan, pelayanan 

publik, dan kesejahteraan) yang dapat memberikan kemanfaatan kepada 

masayarakat. Hal ini dikarenakan pada saat ini masih terdapat masyarakat yang 

beranggapan atau memandang pemerintah belum mampu menunjukkan kinerja 

melalui pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil 

yang bermanfaat) bagi masyarakat. 

Penguatan penerapan sistem akuntabilitas pada pemerintahan daerah 

merupakan salah satu upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat dan diharapkan 

dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan 

kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang dipergunakannya. Komponen 

akuntabilitas pada sektor publik setidaknya harus memuat unsur integritas, 

pengawasan, dan pelaporan. Beberapa indikator sebagai tolok ukur pencapaian 
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Kabupaten Lamongan pada sasaran Reformasi Birokrasi dan indikator 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 7 Tabel 2.6 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi ke-1 “Birokrasi 

yang Bersih dan Akuntabel” Tahun 2020 

No Indikator Satuan 
Baseline 

2016 
Target Realisasi 

1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Nilai WTP WTP WTP 

2 Tingkat Kapabilitas APIP Level 1-5 2  3 3 

3 
Tingkat Kematangan Implementasi 

SPIP 
Level 1-5 2 3  3,11 

4 

Kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah yang Akuntabel (Skor atas  

SAKIP) 

Nilai B A A 

5 
Penggunaan e-Procurement 

terhadap Belanja Pengadaan 
%     64  

Sumber: LKPJ Kabupaten Lamongan, 2020 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat difahami bahwa kinerja pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam aspek akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

baik dalam proses perencanaan maupun penggunaan anggaran telah optimal dan 

telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam periodesasi Roadmap Reformasi Birokrasi ini harus mampu 

mempertahankan kinerja tersebut dan meningkatkan capaian level untuk Tingkat 

Kematangan Implementasi SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP. Hal tersebut 

dikarenakan level tertinggi untuk APIP dan SPIP yang harus dicapai oleh 

pemerintah daerah yakni level 5. Melalui optimalisasi Reformasi Birokrasi, 

diharapkan pada lima tahun yang akan datang capaian APIP dan Maturitas SPIP 

bisa meningkat menjadi level 4. Terkait dengan indikator Penggunaan e-

Procurement terhadap Belanja Pengadaan di pemerintahan daerah, pemerintah 

Kabupaten Lamongan perlu mendorong optimalisasi pengadaan barang dan jasa 

dengan pendekatan e-Procurement, mengingat kondisi saat ini sistem pemerintahan 

sudah mengarah pada digitalisasi. Selain itu dengan sistem e-Procurement yang bisa 

diakses oleh semua stakeholder pembangunan diharapkan dapat meningkatkan nilai 

dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan yang 

transparan dan akuntabel. 
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2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien 

Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat diwujudkan 

melalui efektifitas dan efisiensi di dalam penyelenggaraan organisasi. Stoner 

(1982:6), mengungkapkan bahwa efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu 

organisasi. Hal ini dikarenakan efektivitas dan efisiensi dapat dijadikan standar 

ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuannya menurut Steers (1985:9) dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 

Pertama, Karakteristik Organisasi, karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan 

teknologi organisasi; Kedua, Karakteristik lingkungan, karakteristik lingkungan 

terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal; Ketiga, 

Karakteristik sumber daya aparatur, karakteristik sumber daya aparatur merupakan 

faktor yang paling penting atas efektivitas organisasi, karena perilaku mereka yang 

menentukan kecepatan atau memperlambat tujuan organisasi; dan Keempat, 

Kebijakan dan praktek manajemen, yakni kemampuan organisasi dalam 

menentukan dan menetapkan tujuan strategis, pemanfaatan sumber daya secara 

efisien, menciptakan prestasi dan inovasi serta mampu menjalin komunikasi yang 

baik antara pimpinan dan staf. 

Merujuk pada penjelasan di atas, tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

efisien dapat dilihat dari struktur yang tidak gemuk dan tidak memiliki banyak 

hierarki sehihingga diharapkan tidak menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, 

kelambanan pelayanan dan pengambilan keputusan. Selain itu pemerintahan yang 

efektif juga harus didorong oleh kemampuan sumber daya aparatur untuk beradatasi 

dan responsif terhadap perkembangan zaman termasuk kemampuan dalam 

penggunaan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Setidaknya terdapat lima komponen yang dapat dijadikan ukuran birokrasi 

yang efektif dan efisien pada pemerintah Kabupaten Lamongan yakni: (i) penataan 

kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis; (ii) 

penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-

Government; (iii) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan 

berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat; (iv) 

Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif; (v) Pengembangan 

kepemimpinan dan budaya/perilaku yang lebih kondusif. 
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Beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian 

indikator sasaran kedua Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi yang efektif dan 

efisien di Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 8 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi ke-2 

“Birokrasi yang Efektif dan Efisien” Tahun 2020 

No Indikator Satuan 
Baseline 

2016 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

1 Indeks Reformasi Birokrasi 
Skor  

1-100 
  62,5 66,30 

2 Indeks Profesionalitas ASN 
Skor  

1-100 
  83 61,7 

3 
Indeks E-Government 
nasional/SPBE 

Skor 0-5   3 3,50 

Sumber: LKPJ Kabupaten Lamongan, 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat difahami bahwa dalam aspek 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, kinerja pemerintah 

Kabupaten Lamongan sudah optimal. Awal pelaksanaan tiga indikator pada tabel 

di atas yakni tahun 2017 dan 2018 sehingga angka baseline masih yang merujuk 

pada tahun awal periodesasi RPJMD 2016-2021 masih belum bisa terisi. 

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam periodesasi Roadmap Reformasi 

Birokrasi ini harus mampu mempertahankan kinerja tersebut dan meningkatkan 

capaiannya karena realisasi pada tahun 2020 masih jauh dari skor maksimal 

masing-masing indikator. 

Capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan pada tahun 2020 

masih setara dengan nilai B, padahal level tertinggi adalah A. Oleh karena itu 

diperlukan pemahaman dan dukungan dari seluruh perangkat daerah dan 

menjadikan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2021-2025 sebagai dokumen 

strategis untuk peningkatan nilai pada lima tahun yang akan datang. Selanjutnya 

untuk Indeks Profesionalitas ASN yang belum mencapai target dikarenakan metode 

pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2017 sampai dengan 2019 

menggunakan variabel dan sampling data yang berbeda dengan tahun 2020. Pada 

tahun 2020 pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada Permenpan 

Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks 

Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN 

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai 
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ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Upaya yang bisa dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan nilai indeks profesionalitas 

ASN tahun 2020 yang masih berkategori rendah yakni dengan memperbanyak 

sasaran peningkatan kompetensi sumber daya aparatur agar pada periodesasi 

roadmap ini mengalami peningkatan dari rendah ke baik atau minimal masuk 

kategori cukup. Indeks SPBE sebagai representasi kemampuan pemerintah daerah 

dalam penyelenggaaran pemerintahan yang berbasis elektronik dan wujud 

komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemanfaatan teknologi dalam 

memberikan pelayanaan kepada masyarakat, maka harus didorong dan didukung 

oleh seluruh perangkat daerah agar pada periodesasi roadmap ini mengalami 

peningkatan skornya dari 3,50 menjadi 4.00. Adanya peningkatan kinerja pada dua 

indikator tersebut dapat mendongkrak nilai indeks Reformasi Birokasi Kabupaten 

Lamongan. 

 

3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas 

Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan 

bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya 

pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua kategori utama, yaitu: Pertama, pelayanan untuk kebutuhan dasar yakni 

pelayanan Pendidikan, pelayanan Kesehatan dan kebutuhan pokok; Kedua 

pelayanan umum yakni pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan 

jasa. 

Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Pelayanan berkualitas yakni pelayanan 

yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal dan dapat menyediakan 

produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dan harapan masyarakat. Ciri dan 

dimenasi pelayanan berkualitas yang diberikan oleh pemerintahan daerah dapat 

dilihat dan diukur melalui lima dimenasi yakni: (1) Tangibles (bukti langsung); (2) 

Reliability (kehandalan); (3) Responsiveness (daya tanggap); (4) Assurance 
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(jaminan); dan 5. Empaty (empati). Dalam rangka menilai sejauh mana kualitas 

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria/faktor 

kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah ditetapkan secara normative 

maupun konseptual dan harus melibatkan peran serta masyarakat sebagai penerima 

pelayanan. Hal tersebut menjadi penting karena kualitas layanan publik diukur dari 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan (dasar dan umum) yang telah 

dijalankan oleh pemerintah. 

Berdasarkan pemahaman di atas, konsep pelayanan publik yang digunakan 

dalam road map RB ini adalah pelayanan berkualitas sesuai kebutuhan dan harapan 

masyarakat maupun dunia usaha. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu 

prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat 

menyentuh kehidupan masyarakat. Terdapat dua fokus yang akan diilihat sebagai 

kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan, yaitu: 

a) Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu 

secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; 

b) Quick Wins, yaitu fokus perubahan yang dengan cepat, perubahannya dapat 

dilakukan, dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun, 

merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh 

masyarakat/pemangku kepentingan (stakeholders), dan perubahan yang 

dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, 

sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

 

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan 

pelayanan yang berkualitas dapat di lihat dari realisasi survei kepuasan masyarakat 

dan komponen pengungkit serta komponen hasil Reformasi Birokrasi. Berikut 

disajikan capaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran Reformasi Birokrasi yang 

fokus pada pelayanan publik berkualitas: 
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Tabel 2. 9 Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi ke-3 

“Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Berkualitas” Tahun 2020 

No Indikator Satuan 
Baseline 

2016 

Target 

2020 

Realisasi 

2020 

1 Integritas Pelayanan Publik 
Skor  

0-10 
    

2 Survei Kepuasan Masyarakat %  79,26 81,26 81,78 

3 Indeks Pelayanan Publik Skor 0-4     

Sumber: LKPJ Kabupaten Lamongan, 2020 

Capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat sudah baik dan mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan basline serta telah melebihi target yang telah ditetapkan. 

Namun pada dalam periodesasi Roadmap Reformasi Birokrasi ini pemerintah harus 

bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik agar kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan meningkat dengan kategori sangat puas.  

Selanjutnya dalam penentuan penilaian atau indeks Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Lamongan tahun 2020 terdapat komponen pengungkit dan komponen 

hasil atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menggambarkan hasil dari delapan 

area perubahan. Adapun capaian Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2. 10 Capaian Komponen Pengungkit dan Hasil Reformasi 

Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2020 

No Indikator Bobot Realisasi 2020 

A Komponen Pengungkit     

1 Pemenuhan 20,00 14,17 

2 Hasil antara area perubahan 10,00 6,020 

3 Reform 30,00 11,44 

Total Komponen Pengungkit 60,00 31,63 

B Komponen Hasil     

1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 8,61 

2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 9,42 

3 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 9,50 

4 Kinerja Organisasi 10,00 7,140 

Total Komponen Hasil 40,00 34,67 

Indeks Reformasi Birokrasi 

(Pengungkit+Hasil) 
100,00 66,30 

Sumber: Kemenpan RB, 2020 

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan tahun 2020 jika 

dilihat dari komponen pembentuk indeks di atas, maka kinerja dari komponen hasil 
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telah optimal mencapai 34,67 atau setara 87% dari nilai bobot maksimal 40,00. 

Namun yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus pemerintah kedepan dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni peningkatan nilai dari masing-masing 

komponen pengungkit. Hal ini menjadi sangat penting karena indikator 

komponennya merepresentasikan bagaimana kualitas pelaksanaan 8 area 

perubaahan dan reform yang telah dilaksanakan di seluruh perangkat daerah. Secara 

capaian indikatornya yang paling lemah yakni indikator reform yang hanya 11,44 

atau setara dengan 38% dari bobot maksimal 30. Sedangkan pada indikator yang 

lainnya telah melebihi angka 60%. Capaian masing-masing indikator untuk 

komponen pengungkit baru 53% dari total bobot yang ditentukan. Diperlukan 

komitmen bersama dari seluruh pimpinan perangkat daerah agar prinsip dan sasaran 

reformasi birokrasi bisa diterapkan dengan  baik dimasing-masing perangkat daerah 

dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Lamongan pada periode Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2025. 

 

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah 
 

Terkait dengan upaya mewujudkan sasaran reformasi tersebut terdapat beberapa 

permasalahan yang perlu untuk menjadi perhatian dan fokus perubahan dalam reformasi 

birokrasi Kabupaten Lamongan. Perumusan masalah berdasar penilaian dari harapan 

masyarakat di delapan area perubahan, kemudian dikategorikan sesuai substansi isu. 

Dari sisi area perubahan, permasalahan yang teridentifikasi sebagai krusial secara 

umum yaitu: 

Tabel 2. 11 Identifikasi Permasalahan Reformasi Birokrasi Berdasarkan 

Aspek/Area Perubahan 

No Aspek Permasalahan Uraian Masalah 

1 Tata laksana  

 a) Isu Pokok 1) Terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam 

rangka mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang 

baik; 

2) Terwujudnya ketatalaksanaa yang berbasis elektronik yang 

menyeluruh dan terpadu 
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 b) Birokrasi Yang Bersih 

dan Akuntabel 

1) Transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui e- 
procurement 

2) Nilai akuntabilitas kinerja masuk dalam kategori “A” 

 c) Birokrasi Yang  Efektif 

dan Efisien 
1) Perbup/Juknis proses bisnis seluruh Perangkat Daerah 

2) Perbup/Juknis penerapan e-budgeting 

3) Perbup/Juknis penerapan e-planning 

4) Optimalisasi penerapan e-kinerja 

5) Optimalisasi penggunaan e-office 

 d) Birokrasi Yang 

Memiliki Pelayanan 

Publik Berkualitas 

1) Perbaikan data SIAK tiap saat 

2) Layanan pegaduan masyarakat lebih  cepat 

dan tepat sasaran 

2 Pengawasan  

 a) Isu Pokok 1) Meningkatnya kapasitas APIP 

2) Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang 

independen, profesional, dan sinergis 

3) Meningkatnya  penerapan  penyelenggaraan  pemerintahan 

yang bersih dan bebas KKN 

4) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 

5) Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 

6) Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang 

memperoleh opini WTP–BPK 

7) SPIP dapat efektif di tingkat OPD 

 b) Birokrasi Yang Bersih 

dan Akuntabel 
1) Meminimalkan paragraf penjelas dalam Opini WTP 

2) Seluruh wajib LHKPN menyampaikan LHKPN secara 

transparan 

3) Monev terhadap OPD terkait gratifikasi 

4) APBD Kabupaten Lamongan lebih baik dan tepat waktu 

dalam penyusunannya 

5) Nilai akuntabilitas kinerja masuk dalam 

kategori “A” 

6) Bertambahnya OPD yang mendapatkan 

peredikat ZI WBK 

 c)  Birokrasi Yang Efektif 

dan Efisien 

1) Perbup/Juknis penerapan e-planning 

2) Perbup /Juknis penerapan e-budgeting 

 d) Birokrasi Yang 

Memiliki Pelayanan 

Publik Berkualitas 

Layanan pegaduan masyarakat lebih cepat dan tepat sasaran 

3 Akuntabilitas  

 a) Isu Pokok meningkatnya kinerja instansi pemerintah. 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

LKD yang tanpa revisi  

 c) Birokrasi Yang Efektif dan 

Efisien 

1) Perbup /Juknis penerapan e-planning 

2) Perbup /Juknis penerapan e-budgeting 

 d) Birokrasi Yang 

Memiliki Pelayanan 

Publik Berkualitas 

DPMPTSP dapat melayani semua jenis perizinan dan non perizinan 

4. Kelembagaan  
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 a) Isu Pokok Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat 

fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga 

mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

Nilai akuntabiltas kinerja masih di kategori “A” 

 c) Birokrasi Yang    Efektif 

dan Efisien 
1) Masih ada Organisasi Perangkat Daerah yang masih 

tumpang tindih 

2) Monev terhadap agen perubahan di OPD belum 

maksimal 

 d) Birokrasi Yang Memiliki 

Pelayanan Publik 

Berkualitas 

Belum terintegrasi semua layanan publik 

5 Mental Aparatur  

 a) Isu Pokok Meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan pegawai 

ASN 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

Tidak semua OPD melaporkan terkait pemberian gratifikasi 

 c) Birokrasi Yang  Efektif 

dan Efisien 

Monev terhadap agen perubahan di OPD belum maksimal 

 d) Birokrasi Yang Memiliki 

Pelayanan Publik 

Berkualitas 

Proses pengaduan yang belum optimal 

6 SDM Aparatur  

 a) Isu Pokok Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

Wajib LHKPN masih banyak yang belum transparansi dalam 

pengisian LHKPN 

 c) Birokrasi Yang Efektif dan 

Efisien 

1) Belum ditetapkannya regulasi terkait Anjab dan ABK 

2) Belum semua rekruitment JPT dilelang 

3) Belum semua hasil talent pool dimaksimalkan 

4) Aplikasi e-kinerja belum memadai dan SDMnya belum siap 

 d) Birokrasi Yang Memiliki 

Pelayanan Publik yang 

Berkualitas  

Nilai SKM OPD Pelayanan belum optimal 

7 Peraturan Perundang-

undangan 

 

 a) Isu Pokok Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

 

 c) Birokrasi Yang  Efektif dan 

Efisien 

1) Belum ditetapkannya regulasi terkait Anjab dan ABK 

2) Belum ditetapkan Perbup/Juknis proses bisnis seluruh 

Perangkat Daerah 

3) Perlu pengembangan Perbup/Juknis penerapan e-planning 

4) Perlu pengembangan Perbup/Juknis penerapan e-budgeting 

 d) Birokrasi Yang Memiliki 

Pelayanan Publik 

Berkualitas 

Data SIAK masih ada data penduduk yang ganda 

8 Pelayanan Publik  
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 a) Isu Pokok 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 b) Birokrasi Yang Bersih dan 

Akuntabel 

Belum semua OPD mendapatkan predikat ZI WBK 

 c) Birokrasi Yang Efektif dan 

Efisien 

Penerapan proses bisnis dalam setiap pelayanan publik belum 

Optimal 

 d) Birokrasi Yang Memiliki 

Pelayanan Publik 

Berkualitas 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

2) Meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

3) Belum terintegrasi semua layanan publik 

4) Data SIAK masih ada data penduduk yang ganda 

5) Nilai SKM OPD Pelayanan belum optimal  

6) Proses pengaduan yang belum terintegrasi 
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BAB III 

AGENDA REFORMASI 

BIROKRASI PEMERINTAH 

DAERAH 
 

A. Quick Wins, Fokus Perubahan dan Prioritas 

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah 

yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, 

bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Fokus perubahan 

adalah prioritas yang difokuskan pada empat perubahan utama, yaitu: 

 

1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

Prioritas ini merupakan prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan 

dengan berdasar pada permasalahan-permasalahan yang masih perlu diperbaiki di 

Kabupaten Lamongan. Adapun fokus perubahan pada poin ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 1 Fokus Perubahan Berdasarkan Permasalahan 

No 
Area Perubahan 

Prioritas 
Permasalahan 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penataan SDM 

Aparatur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Melalukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait kinerja 

pegawai kepada seluruh Pegawai PD Kab. Lamongan 

Tim Penilai Kinerja PNS belum sepenuhnya optimal dalam 

memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam jabatan, pengembangan 

kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. 

Belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar 

penempatan jabatan kritikal/ suksesi. 

Hasil assesment pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi 

internal dan pengembangan kompetensi pegawai. 

Pengembangan kompetensi dan karir ASN belum seluruhnya 

berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja 

Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi agen 

perubahan. 
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Monitoring dan evaluasi terhadap agen perubahan yang belum 

maksimal 

Perlu evaluasi beban kerja organisasi dan tugas fungsi aparatur 

karena masih adanya beban kerja dan tusi yang tumpang tindih 

Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

Masih rendahnya nilai Indeks Sistem Merit sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

Masih rendahnya nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 

sehingga perlu perbaikan-perbaikan tatakelola manajemen ASN 

Pengembangan fitur SIMPEG yang terintegrasi dengan sistem 

informasi ASN (SIASN) dan sistem aplikasi lainnya yang terkait 

dengan manajemen ASN, sehingga memudahkan update data dan 

informasi dengan cepat 

Masih rendahnya nilai Indeks Kelembagaan sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

Masih rendahnya nilai Indeks SPBE sehingga perlu ditingkatkan 

untuk menjadi baik 

Kontrol terpusat terhadap aplikasi pendukung Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditingkatkan 

Kompetensi Pegawai perlu ditingkatkan 

Monitoring dan Evaluasi berkala atas penanganan pengaduan 

masyarakat perlu ditingkatkan lagi 

meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan yang 

cepat 

 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penataan Tata 

Laksana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Masih perlu ketersambungan antara tujuan, sasaran, dan indikator 

kinerja dalam perencanaan program kerja perangkat daerah 

Masih perlu evaluasi ketersambungan antara tujuan, sasaran, 

indikator kinerja, dan pelaporan pelaksanaan 

Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan ouput 

kegiatan dan sub kegiatan 

Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan SAKIP 

Belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis yang ideal 

mengingat dinamika regulasi yang sangat cepat 

Penerapan proses bisnis dalam setiap pelayanan publik 

Pemantapan SOP dan melakukan sosialisasi kepada stakeholder 

eksternal  

Peningkatan Monitoring dan Evaluasi SOP 

Sosialisasi secara berkala SAKIP ke seluruh PD di Kabupaten 

Lamongan belum optimal 

Masih terdapat temuan BPK terhadap beberapa kondisi proyek di 

lapangan (pengawasan) 

Pencatatan pengadaan barang/jasa bernilai kecil dan swakelola dalam 

aplikasi SPSE belum optimal 

Perluasan cakupan sosialisasi e-office belum maksimal 

mengimplementasikan digitalisasi arsip 
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Inovasi penggunaan IT belum dilaksanakan secara maksimal 

Perlu adanya inovasi dalam pelayanan publik 

 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manajemen 

Perubahan (Mental 

Aparatur) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Peningkatan pengawasan terhadap Zona Integritas di OPD 

Pendampingan, penilaian dan pengawasan terhadap pembangunan ZI 

perlu ditingkatkan 

Beberapa PD belum melaksanakan pencanangan zona integritas 

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap masalah 

Gratifikasi 

Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mekanisme 

pelaporan atas LHKPN dan LKHASN 

Agen perubahan yang terbentuk belum sepenuhnya berhasil 

menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan 

tugas/ pelayanan 

Beberapa PD belum mendapatkan  predikat wilayah bebas dari 
korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) 

Koordinasi dan Sosialiasi Kepada PD terkait pencegahan Korupsi di 

Kabupaten Lamongan  belum optimal 

Sosialisasi terkait aplikasi WBS belum optimal 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang efektif dan efisien 

dengan integritas dan kinerja yang tinggi 

Perubahan mind set dan kulture set, sehingga dengan perubahan pola 

pikir (mend set) dan budaya kerja (culture set) tersebut di harapkan 

akan menjadi stimulan bagi tercapainya Reformasi Birokrasi 

 

2) Prioritas Pemeliharaan untuk Hal-Hal yang Sudah Baik/Maju 

Prioritas ini yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan 

meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka berikut sasaran/fokus perubahan yang dimaksud: 

Tabel 3. 2 Fokus Perubahan Berdasarkan Hal Yang Sudah Dicapai Baik 

Sasaran Reformasi Birokrasi Hal Yang Sudah Dicapai/Baik 

Birokrasi yang bersih dan 

akuntabel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pembangunan ZI (Zona Integritas) 

Terbentuknya Unit Pengendali Gratifikasi 

Nilai akuntabilitas kinerja (A) 

Telah terbentuk agen perubahan Perangkat daerah 

Telah Mendapatkan penghargaan BKN Award 2021 Pemerintah 

Kabupaten Tipe A kategori Peringkat II atas Capaian dalam 

Implementasi Penilaian Kinerja  

Terdapat aplikasi E-Performance untuk menunjang fungsi pengawasan 

kinerja individu 

Telah terbentuk Tim Penilai Kinerja PNS 

Monitoring Centre for Prevention (MCP) nomer 1 Jawa Timur selama 

3 Tahun berturut-turut 
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Opini WTP oleh BPK selama 5 tahun  

Terdapat Aplikasi E -TLHP  

Tersedianya media Laporan Pengaduan masyarakat dan WBS  

Pengadaan Barang/ jasa sebagian besar menggunakan Aplikasi SPSE 

Birokrasi yang kapabel 

  

  

  

  

  

  

  

Kelembagaan Reformasi Birokrasi  melalui Tim Reformasi Birokrasi 

Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN diantaranya yaitu Sistem 

Iinformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Nilai Maturitas SPIP level 3, Pada semua PD 

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lamongan baik  

Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi 

pemerintah 

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi 

Penerapan Sistem penilaian kinerja individu 

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 

Kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja 

  

  

  

  

  

  

  

Inisiatif SEMPOA (Sistem Elektronik Manajemen Pemantauan Orang 

Asing) 

Menyediakan SDM yang kompeten di MPP untuk melayani konsultasi 

dan permohonan sesuai kewenangan PD 

Pesan layanan penyedotan tinja melalui sistem elektronik dengan 

memanfaatkan media Whatsapp 

Dapodik yang terintegrasi dengan Simtum dan Simbar dan kebijakan 

DAK, BOS 

Sosialisasi rutin dan berkala terhadap Petani Pengguna Air 

Sistem pelayanan publik melalui elektronik (info lowongan kerja dan 

pelayanan AK-1 online) 

SIAK yang terintegrasi dengan Pelayanan 

Pengembangan layanan pengaduan masyarakat  

 

3) Prioritas Peningkatan Kualitas Layanan 

Prioritas ini yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan 

publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat 

Tabel 3. 3 Prioritas Perubahan Berdasar Pelayanan 

No Sektor Jenis Pelayanan Masalah 

1     
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No Sektor Jenis Pelayanan Masalah 

2    

3     

  

  

  

  

  

  

  

4    

 

4) Prioritas Perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah 

Prioritas perubahan ini yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan 

perangkat daerah. 

Tabel 3. 4 Prioritas Perubahan Sesuai Dengan OPD 

No Sektor Jenis Pelayanan 
SKPD Penanggung 

Jawab 

1    

  

2    

3    

  

  

4    

 

dilakukan dengan penjaringan pendapat oleh pemangku kepentingan terkait 

reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan dengan mengidentifikasi lalu 

kemudian membobot harapan-harapan tersebut. Berikut hasil pembobotan tersebut. 

 

B. Sasaran 

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang 

sudah diklasifikasikan sesuai prioritasinya, merujuk pada lembar kerja 4, 5 dan 7. Sasaran 

dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen 
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Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara, dan Prioritas yang terkait dengan 

peningkatan kualitas pelayanan. Acuan perumusan sasaran dan indikator reformasi 

birokrasi adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. 

Berdasarkan pada acuan tersebut, dilakukan penjaringan pendapat oleh pemangku 

kepentingan terkait reformasi birokrasi di Kabupaten Lamongan dengan mengidentifikasi 

lalu kemudian membobot harapan-harapan tersebut. Berikut hasil pembobotan tersebut. 

Tabel 3. 5 Hasil Pembobotan Harapan Pemangku Kepentingan  

(Dinilai oleh tim dan inspektorat) 

Birokrasi yang bersih dan akuntabel Area Perubahan 

No Harapan Org Ttlk UU SDM Was Akt Yan Pkr 

1 Mendapatkan Predikat Zona Integritas WBK 

dan WBBM 

8 5 1 6 7 9 6 8 

2 Seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik bebas dari gratifikasi 

4 0 1 9 8 8 0 8 

3 Seluruh pegawai Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik melaporkan harta kekayaannya 

secara transparan dan tepat waktu 

4 0 1 9 8 8 0 8 

4 Peningkatan kinerja seluruh pegawai dari 

tahap perencanaan, monitoring hingga 

pelaporan 

8 7 1 8 4 3 3 7 

5 Pengembangan dan Penguatan peran agen 

perubahan dan role model; 

3 5 1 9 3 3 3 7 

6 Agen perubahan harus mendapatkan 

pembinaan yang memadai sehingga berhasil 

menciptakan inovasi-inovasi dalam dalam 

pelaksanaan tugas/ pelayanan 

6 5 1 9 5 7 3 8 

7 Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pembangunan zona integritas pada 

bidang-bidang pelayanan kepegawaian 

8 5 1 8 9 8 7 3 

8 Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam perencanaan 

kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, 
serta pelaporan kinerja; 

7 5 1 8 7 3 1 7 

9 Evaluasi proses bisnis dilakukan secara 

berkala agar dapat menyesuaikan dengan 

dinamika regulasi yang sangat cepat dan 

menggunakan informasi kinerja sebagai 

dasar dalam menyusun proses bisnis. 

7 9 5 5 3 3 1 5 

10 Perumusan Identifikasi Risiko secara tepat 

dapat diimbangi dengan rencana tindak 

lanjut yang tepat pula 

5 6 3 1 4 1 5 1 
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11 Menguatnya manajemen kinerja dalam 

sistem pemerintahan yang efektif, efisien, 

dan akuntabel 

5 9 1 3 3 7 3 5 

12 Dibutuhkan Bimbingan Kinerja yang 

merupakan proses terus-menerus 

dan sistematis yang dilakukan oleh atasan 

langsung 

dalam membantu PNS agar mengetahui dan 

mengembangkan kompetensi PNS, dan 

mencegah 

terjadinya kegagalan kinerja 

6 5 1 9 4 3 5 6 

13 Diperlukan adanya Konseling Kinerja adalah 

proses untuk melakukan 

identifikasi dan membantu penyelesaian 
masalah 

perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam 

mencapai 

target kinerja. 

6 5 1 9 4 3 5 6 

14 Tim Penilai Kinerja PNS harus dapat 

memberikan 

pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian 

atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam jabatan, 

pengembangan 

kompetensi, serta pemberian penghargaan 

bagi PNS. 

6 5 1 9 4 3 5 6 

17 Pimpinan mengadakan Sosialisasi SPIP 

untuk memberikan pemahaman btentang 

SPIP pada ASN Dinsos 

5 7 1 6 6 4 4 1 

22 Seluruh pejabat dan staf di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan wajib 

menyampaikan LHKPN dan LHKASN 

secara  tepat waktu 

5 3 1 8 8 9 3 7 

23 Seluruh pejabat dan staf di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lamongan menolak 

Gratifikasi 

4 0 1 9 8 8 0 8 

24 Semua PD menerapkan Evaluasi Kinerja 

sebagai pelaporan kinerja 

5 3 1 8 8 9 3 7 

25 Mempertahankan Capaian setiap tahun  5 3 1 1 6 3 3 5 

26 Mempertahankan Capaian WTP setiap tahun  8 5 1 6 7 9 6 8 

27 Semua Auditee menggunakan Aplikasi E-

TLHP  

5 8 1 1 5 1 8 5 

28 Semua pengaduan bisa menggunakan media 

WBS. 

5 8 1 1 5 1 8 5 

29 Komitmen dan kerjasama 8 5 1 6 7 9 6 8 

30 proyek di lapangan berjalan seusai dengan 

aturan yang berlaku 

5 6 5 3 5 1 1 5 
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31 semua proses pengadaan barang/ jasa 

menggunakan SPSE baik transaksi maupun 

pencatatan 

6 8 5 5 6 8 6 5 

32 Pengembangan dan Penguatan peran agen 

perubahan dan role model 

6 5 7 10 2 0 0 9 

33 Agen perubahan harus mendapatkan 

pembinaan yang memadai sehingga berhasil 

menciptakan inovasi-inovasi dalam dalam 

pelaksanaan tugas/ pelayanan 

6 5 7 10 2 0 0 9 

34 Tingkat transparansi dan akuntabilitas 

birokrasi pemerintahan yang tinggi dalam 

sektor pelayanan publik 

9 9 6 6 9 10 8 8 

35 Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pembangunan zona integritas pada 

bidang-bidang pelayanan kepegawaian 

10 10 8 10 10 10 10 10 

36 Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam perencanaan 

kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, 

serta pelaporan kinerja; 

9 9 5 5 9 9 5 5 

37 Evaluasi proses bisnis dilakukan secara 

berkala agar dapat menyesuaikan dengan 

dinamika regulasi yang sangat cepat dan 

menggunakan informasi kinerja sebagai 

dasar dalam menyusun proses bisnis. 

8 9 10 5 7 8 5 8 

38 Perumusan Identifikasi Risiko secara tepat 

dapat diimbangi dengan rencana tindak 

lanjut yang tepat pula 

5 10 5 5 8 10 5 5 

39 Tim Penilai Kinerja PNS harus dapat 

memberikan pertimbangan kepada Pejabat 

Pembina Kepegawaian atas usulan 

pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam jabatan, 

pengembangan 

kompetensi, serta pemberian penghargaan 

bagi PNS. 

10 8 5 10 5 0 0 5 

40 Seluruh pejabat dan staf menyampaikan 

LHKPN secara Transparan dan tepat waktu 

5 8 10 10 10 6 6 8 

41 Seluruh pejabat dan staf PD bersih dari 

Gratifikasi 

10 10 8 10 10 10 10 10 

42 penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh 

penanggung jawab dalam mengidentifikasi 

serta mengendalian resiko 

9 9 5 5 9 9 5 5 

43 meningkatnya manajemen kinerja dalam 

sistem pemerintahan yang efektif , efisien, 

dan akuntabel 

6 10 5 5 10 8 8 8 

44 Eperformance dapat menunjang kinerja 

pegawai sehingga bisa tercapai target kinerja 

pegawai 

8 10 0 10 10 6 8 8 
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45 Agen perubahan harus mendapatkan 

pembinaan yang memadai sehingga berhasil 

menciptakan inovasi-inovasi dalam dalam 

pelaksanaan tugas/ pelayanan 

0 0 0 10 5 8 8 8 

Jumlah Skor 245 239 120 267 250 225 173 255         

Birokrasi yang kapabel Area Perubahan 

No Harapan Org Ttlk UU SDM Was Akt Yan Pkr 

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang 

baik dengan aparatur berintegritas tinggi, 

produktif, dan melayani secara prima dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan publik 

6 10 1 10 5 7 6 7 

2 Penguatan agent of change atau agen 

perubahan,  harapan mempercepat 

terciptanya inovasi dan terobosan 

menyelesaiakan tantangan kompetisi 

kehidupan Masyarakat 

6 5 1 9 5 7 3 8 

3 Untuk menciptakan sistem yang mampu 

mengakomdasi pekerjaan-pekerjaan terkait 

dan sasaran pegawai, serta mendukung 

proses pengembangan e-office. 

5 8 1 1 5 1 8 5 

4 Penempatan SDM yang sesuai dengan 

kompetensi 

5 3 1 10 3 1 1 1 

5 Perubahan pada sistem kelembagaan, 

diharapkan akan dapat mendorong 

terciptanya budaya/perilaku yang lebih 

kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi 

yang efektif dan efisien 

9 8 1 1 1 4 1 1 

6 Menerapkan prinsip-prinsip manejemen 

ASN secara professional; 

7 5 1 10 5 3 1 5 

7 Implementasi manajemen ASN berbasis 

Sistem Merit 

7 5 1 10 5 3 1 5 

8 Terbentuknya sistem manajemen talenta 

serta pola karier PNS 

7 5 1 10 5 3 1 8 

9 Meningkatkan pemantauan internal terhadap 

implementasi NSPK Manajemen ASN  

5 5 1 7 9 5 1 1 

10 Pengembangan kompetensi ASN seharusnya 

berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi 

kinerja serta kebutuhan individu dan 

organisasi; 

7 5 1 10 5 3 1 5 

11 Penguatan database dan sistem informasi 

kepegawaian yang terintegrasi dan 

interoperability  dengan SIASN untuk 

pengembangan karir dan talenta ASN 

7 6 1 10 5 5 1 5 

12 Semua SPIP PD sampai Level 3  5 7 1 6 6 4 4 1 

13 Indeks persepsi korupsi Kabupaten 

Lamongan Baik  

3 3 1 6 8 9 5 7 
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14 perda dan perbup tidak tumpang tindih dan 

sesuai dengan aturan di atasnya 

1 1 9 1 1 1 1 1 

15 Implementasi manajemen kearsipan yang 

Modern dan Handal (dari manual ke digital) 

5 8 1 1 5 6 8 5 

16 aplikasi terintegrasi antara pengelolaan 

keuangan dan aset untuk mendapatkan 

validitas data guna mendukung efektifitas 

kerja  

5 8 1 3 5 6 8 5 

18 Menerapkan kejelasan tugas dan fungsinya 

dengan aturan dengan payung hukum; 

5 6 7 1 6 5 1 1 

19 Menerapkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk memberikan layanan 

kepada Masyarakat 

5 8 1 1 5 1 8 5 

20 Pelayanan lebih di tingkatkan, tuntutan daya 

tanggap dan akuntabilitas yang semakin 

tinggi dari pemangku kepentingan 

5 5 1 1 6 6 8 3 

21 Penguatan agent of change atau agen 

perubahan,  harapan mempercepat 

terciptanya inovasi dan terobosan 

menyelesaiakan tantangan kompetisi 

kehidupan Masyarakat 

3 3 0 10 2 8 10 10 

22 Optimalisasi penerapan e-office, Harapan 

mempercepat praktik transparansi sehingga 

memudahkan akuntabilitas sosial, dan 

memudahkan memberikan reward dan 

punishment  

5 9 0 10 8 10 2 10 

23 Penempatan SDM yang sesuai dengan 

kompetensi 

10 7 0 10 0 0 10 5 

24 Perubahan pada sistem kelembagaan, 

diharapkan akan dapat mendorong 

terciptanya budaya/perilaku yang lebih 

kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi 

yang efektif dan efisien 

10 10 8 7 0 0 0 10 

25 Peningkatan pemahaman individu terhadap 

tupoksi masing-masing Pejabat dan Staf, 

Serta mempermudah pemberian reward and 
punishment 

10 10 0 10 0 0 8 10 

26 Penanggung jawab terhadap aplikasi 

pendukung SPBE lebih terpusat 

8 10 10 8 5 5 0 0 

27 Perumusan identifikasi resiko secara tepat 

dapat diimbangi dengan rencana tindak 

lanjut yang tepat pula  

5 10 5 8 10 5 5 10 

28 Pelayanan lebih di tingkatkan, tuntutan daya 

tanggap dan akuntabilitas yang semakin 

tinggi dari pemangku kepentingan 

0 10 0 8 10 10 10 8 
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29 Penataan sistem Parkir tepi jalan umum dan 

Terminal type C 

0 3 10 0 0 0 10 0 

30 Tersedianya sistem penilaian kinerja individu 

OPD dan terlaksananya Laporan Kinerja 

5 10 8 10 10 0 0 0 

31 Peningkatan Kompetensi pada pegawai 0 0 0 10 0 0 10 10 

Jumlah Skor 161 193 74 199 140 118 133 152  

 

        

 

 

        

Pelayanan Publik yang Prima Area Perubahan 

No Harapan Org Ttlk UU SDM Was Akt Yan Pkr 

1 Memudahkan pelapor untuk melaporkan 

keberadaan orang asing sehingga data terus 

terupdate serta pemantauan wilayah dapat 

terarah dan terkoordinasi 

6 8 1 5 7 3 5 5 

2 Pelayanan rekomendasi secara online dapat 

terlaksana secara maksimal. 

6 7 1 3 3 3 8 4 

3 Peningkatan pelayanan agar lebih efektif dan 

efisien  

5 5 1 3 3 5 9 4 

4 Pelayanan publik agar lebih adaptif dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat 

5 6 1 1 5 6 9 6 

5 Inovasi layanan kepegawaian dapat terwujud 

secara berkesinambungan 

5 4 1 7 4 4 7 6 

6 Penanganan pengaduan baik secara langsung 

maupun melalui media elektronik dapat 

segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat  

6 8 1 5 9 6 5 6 

7 Terbentuknya SDM yang handal dan cekatan 5 3 1 9 3 1 6 5 

8 Adanya Sistem Informasi Pelayanan 

permohonan penyerahan PSU dan pengajuan 

Siteplan serta Rumah Khusus dan Umum 

dalam Sistem Informasi Pendataan 

(Rumahku-SIP). Sehingga masyarakat bisa 

mengakses dan mengisi form dari manapun 

untuk kemudian ketika dokumen lengkap 

bisa diverifikasi di Dinas 

6 7 1 3 5 5 9 4 

9 menggunakan SIMBG secara efektif untuk 

kemudahan akses dan tranfer data antar 

instansi 

6 7 1 3 5 5 6 4 

10 Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penataan 
Ruang 

6 8 1 3 5 5 8 4 

11 Adanya aplikasi berbasis android untuk 

memudahkan pelayanan ke masyarakat 

7 4 1 3 3 5 9 6 

12 Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap Inovasi Pelayanan Publik;  

7 4 1 5 8 5 10 6 

13 Minimnya pengaduan akibat dari 

keberhasilan Reformasi di Dinas Pendidikan 

Kab. Lamongan 

5 3 1 5 7 7 5 3 



52 

 

14 pelayanan pengaduan masyarakat lebih cepat 

dan tepat sasaran dan terdokumentasi dengan 

tertib dan baik 

7 4 1 5 8 5 10 6 

15 Monitoring dan evaluasi penyusunan SOP 

digunakan sebagai dasar peningkatan 

pelayanan Publik 

5 8 1 3 9 3 9 5 

16 Proritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, 

yaitu Prioritas yang ditujukan secara spesifik 

pada pelayanan publik yang langsung 

membahagiakan kehidupan masyarakat 

7 4 1 3 3 5 9 6 

17 pelayanan publik dapat terjangku pada 

kalangan masyarakat kecil dan terpencil 

dengan pemanfaatan sarana elektronik 

7 6 1 5 3 5 9 6 

18 Akurasi dan Validitas data untuk penentuan 

kebijakan 

8 7 1 5 7 7 1 1 

19 Peningkatan kesadaran Petani Pengguna Air 

terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber 

daya air 

3 3 1 7 5 1 6 6 

21 Monitoring dan evaluasi penyusunan SOP 

digunakan sebagai dasar peningkatan 

pelayanan Publik 

0 10 0 10 0 0 10 8 

22 Pelayanan pengaduan masyarakat lebih cepat 

dan tepat sasaran dan terdokumentasi dengan 

tertib dan baik 

0 10 0 10 10 0 10 0 

24 Prioritas pelayanan publik yang langsung 

memuaskan masyarakat 

0 10 5 10 0 0 10 8 

25 pelayanan publik dapat dijangkau oleh 

pengguna layanan dengan lancar 

0 10 10 10 0 0 10 10 

26 Minimnya pengaduan akibat dari 

keberhasilan Reformasi di PD Kerja Kab. 

Lamongan 

0 10 0 10 10 10 10 10 

27 pelayanan pengaduan masyarakat lebih cepat 

dan tepat sasaran dan terdokumentasi dengan 

tertib dan baik 

0 0 0 10 10 0 10 0 

30 Proritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, 

yaitu Prioritas yang ditujukan secara spesifik 

pada pelayanan publik yang langsung 
membahagiakan kehidupan masyarakat. 

0 10 0 10 0 0 10 10 

31 pelayanan publik dapat terjangku pada 

kalangan masyarakat kecil dan terpencil 

dengan pemanfaatan sarana elektronik 

0 10 0 0 0 0 10 0 

32 Prioritas Pembenahan Manajemen Internal 

PD (dari 8 area Perubahan) 

0 10 10 10 0 0 10 10 

Jumlah Skor 112 186 44 163 132 96 230 149 

 

Memperhatikan pembobotan tersebut, maka dapat diidentifikasi area 

perubahan mana yang kemudian menjadi prioritas dengan melihat akumulasi skor 
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harapan pada masing-masing kolom area perubahan. Berikut kompilasi 

kalkulasinya: 

Tabel 3. 6 Kalkulasi Pembobotan Berdasarkan Sasaran Roadmap RB 

Nasional 

No Sasaran Reformasi Birokrasi 
Area Perubahan 

Org Ttlk UU SDM Was Akt Yan Pkr 

1 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 245 239 120 267 250 225 173 255 

2 Birokrasi yang Kapabel 161 193 74 199 140 118 133 152 

3 Pelayanan Publik yang Prima 112 186 44 163 132 96 230 149 

Jumlah Skor 518 618 238 629 522 439 536 556 

 

Merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sebaiknya 

memilih 3 area perubahan teraas sebagai area perubahan prioritas. Mengingat skor 

yang diberikan relatif besar, maka dengan kesepakatan bersama diputuskan untuk 

mengambil empat area perubahan teratas sebagai area perubahan prioritas. Area 

perubahan prioritas Pertama dengan skor paling tinggi adalah Sumber Daya 

Manusia dengan skor bobot mencapai 629. Kemudian prioritas kedua disusul area 

perubahan Tatalaksana dengan skor bobot 618. Selanjutnya diposisi ketiga yaitu 

area perubahan Manajemen Perubahan (Mental Aparatur) dengan skor bobot 556. 

Adapun Sasaran Perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Lamongan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 7 Sasaran Perubahan 

Permasalahan/Hal Yang Dicapai Baik/Masalah Pelayanan Sasaran Perubahan 

Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terkait kinerja 

pegawai kepada seluruh Pegawai PD Kab. Lamongan 

Menguatnya mekanisme sosialisasi, monitoring 

dan evaluasi kinerja ASN Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan 

Tim Penilai Kinerja PNS belum sepenuhnya optimal dalam 

memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian dalam jabatan, pengembangan 

kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. 

Terbentuknya Tim Independen (Akademisi atau 

Profesional) untuk membantu objektivitas dan 

akurasi penilaian kinerja Tim Penilai Kinerja 

ASN 

Belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan talenta sebagai 

dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi. 
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Hasil assesment pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar 

mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai. 

Pengembangan kompetensi dan karir ASN belum seluruhnya 

berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja 

Meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi agen 

perubahan. 

Menguatnya pendidikan, pelatihan, 

pendampingan, dan even-even seminar untuk 

agen perubahan Monitoring dan evaluasi terhadap agen perubahan yang belum 

maksimal 

Perlu evaluasi beban kerja organisasi dan tugas fungsi aparatur 

karena masih adanya beban kerja dan tusi yang tumpang tindih 

Terwujudnya proporsionalitas beban kinerja 

yang adil dan merata 

Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN sehingga 

perlu ditingkatkan untuk menjadi baik 

Meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas ASN 

Masih rendahnya nilai Indeks Sistem Merit sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

Meningkatnya nilai Indeks Sistem Merit 

Masih rendahnya nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen 

ASN sehingga perlu perbaikan-perbaikan tatakelola manajemen 

ASN 

Meningkatnya nilai Indeks Implementasi NSPK 

Pengembangan fitur SIMPEG yang terintegrasi dengan sistem 

informasi ASN (SIASN) dan sistem aplikasi lainnya yang terkait 

dengan manajemen ASN, sehingga memudahkan update data 

dan informasi dengan cepat 

Berfungsi Optimalnya Sistem Informasi ASN 

Masih rendahnya nilai Indeks Kelembagaan sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

Meningkatnya nilai Indeks Kelembagaan 

Masih rendahnya nilai Indeks SPBE sehingga perlu ditingkatkan 

untuk menjadi baik 

Meningkatnya nilai Indeks SPBE 

  

Kontrol terpusat terhadap aplikasi pendukung Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditingkatkan 

Kompetensi Pegawai perlu ditingkatkan 

Monitoring dan Evaluasi berkala atas penanganan pengaduan 

masyarakat perlu ditingkatkan lagi 

Meningkatnya Kapasitas ASN dalam Pelayanan 

Terhadap Masyarakat 

  meningkatkan kapasitas SDM dalam memberikan pelayanan 

yang cepat 

Masih perlu ketersambungan antara tujuan, sasaran, dan 

indikator kinerja dalam perencanaan program kerja perangkat 

daerah 

Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja dalam PPD 

(Perencanaan Pembangunan Daerah) 

Masih perlu evaluasi ketersambungan antara tujuan, sasaran, 

indikator kinerja, dan pelaporan pelaksanaan 

Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan 

ouput kegiatan dan sub kegiatan 

Tersedianya Indikator yang tepat, presisi dan 

representatif 

Meningkatkan kualitas evaluasi penerapan SAKIP Meningkatnya kualitas evaluasi penerapan 

SAKIP 

Belum dilakukannya evaluasi terhadap peta proses bisnis yang 

ideal mengingat dinamika regulasi yang sangat cepat 

Tersedianya bisnis proses yang ideal, sederhana 

dan efisien 

Penerapan proses bisnis dalam setiap pelayanan publik 

Pemantapan SOP dan melakukan sosialisasi kepada stakeholder 

eksternal  
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Peningkatan Monitoring dan Evaluasi SOP 

Sosialisasi secara berkala SAKIP ke seluruh PD di Kabupaten 

Lamongan belum optimal 

Menguatnya mekanisme sosialisasi, monitoring 

dan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan 

Masih terdapat temuan BPK terhadap beberapa kondisi proyek 

di lapangan 

Menurunya jumlah temuan BPK 

Pencatatan pengadaan barang/jasa bernilai kecil dan swakelola 

dalam aplikasi SPSE belum optimal 

Optimalisasi fungsi aplikasi SPSE 

Perluasan cakupan sosialisasi e-office belum maksimal Menguatnya mekanisme sosialisasi, monitoring 

dan evaluasi e-office Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan 

mengimplementasikan digitalisasi arsip Terwujudnya digitalisasi layanan dan 

pelaksanaan fungsi PD Kabupaten Lamongan Inovasi penggunaan IT belum dilaksanakan secara maksimal 

Perlu adanya inovasi dalam pelayanan publik 

Peningkatan pengawasan terhadap Zona Integritas di OPD Meningkatnya upaya pendampingan, penilaian 

dan pengawasan terhadap ZI di OPD Pendampingan, penilaian dan pengawasan terhadap 

pembangunan ZI perlu ditingkatkan 

Beberapa PD belum melaksanakan pencanangan zona integritas 

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

masalah Gratifikasi 

Terwujudnya ASN Kabupaten Lamongan yang 

bersih dari segala bentuk Gratifikasi 

Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

mekanisme pelaporan atas LHKPN dan LKHASN 

Meningkatnya sosialisasi mekanisme pelaporan 

LHKPN dan LKHASN 

Agen perubahan yang terbentuk belum sepenuhnya berhasil 

menciptakan inovasi-inovasi yang dimanfaatkan dalam 

pelaksanaan tugas/ pelayanan 

Meningkatnya kapasitas Agen Perubahan 

Beberapa PD belum mendapatkan  predikat wilayah bebas dari 

korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) 

Meningkatnya jumlah PD berpredikat WBK dan 

WBBM serta kesadaran terhadap segala bentuk 

tindakan berpotensi korupsi 

Koordinasi dan Sosialiasi Kepada PD terkait pencegahan 

Korupsi di Kabupaten Lamongan  belum optimal 

Sosialisasi terkait aplikasi WBS belum optimal Meningkatnya sosialisasi WBS (Whistleblowing 

System) 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja yang efektif dan efisien 

dengan integritas dan kinerja yang tinggi 

Terwujudnya ASN responsif, tanggap teknologi, 

berorientasi maju, visioner dan modern 

Perubahan mind set dan kulture set, sehingga dengan perubahan 

pola pikir (mend set) dan budaya kerja (culture set) tersebut di 

harapkan akan menjadi stimulan bagi tercapainya Reformasi 

Birokrasi 

Pembangunan ZI (Zona Integritas) Terwujudnya Zona Integritasyang luas dan 

merata 

Terbentuknya Unit Pengendali Gratifikasi Optimalnya Unit Pengendali Gratifikasi 

Nilai akuntabilitas kinerja (A) Terwujudnya progresivitas kinerja SAKIP 

Telah terbentuk agen perubahan Perangkat daerah Optimal dan Berfungsinya Agen Perubahan 

Perengkat Daerah 

Telah Mendapatkan penghargaan BKN Award 2021 Pemerintah 

Kabupaten Tipe A kategori Peringkat II atas Capaian dalam 

Implementasi Penilaian Kinerja  

Mempertahankan dan Meningkatkan Award 
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Terdapat aplikasi E-Performance untuk menunjang fungsi 

pengawasan kinerja individu Optimal dan Berfungsinya Aplikasi e-

Performance 

Telah terbentuk Tim Penilai Kinerja PNS Meningkatnya kinerja Tim Penilai Kinerja PNS 

Monitoring Centre for Prevention (MCP) nomer 1 Jawa Timur 

selama 3 Tahun berturut-turut 

Meningkatnya kualitas MCP Kabupaten 

Lamongan 

Opini WTP oleh BPK selama 5 tahun  Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah 

Terdapat Aplikasi E -TLHP  Optimal dan Berfungsinya Aplikasi e-TLHP 

Tersedianya media Laporan Pengaduan masyarakat dan WBS  Optimal dan Berfungsinya Aplikasi portal WBS 

Pengadaan Barang/ jasa sebagian besar menggunakan Aplikasi 

SPSE 
Optimal dan Berfungsinya Aplikasi SPSE 

Kelembagaan Reformasi Birokrasi  melalui Tim Reformasi 

Birokrasi 

Menguatnya peran dan kontribusi Tim 

Reformasi Birokrasi Daerah 

Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN diantaranya yaitu 

Sistem Iinformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

Optimal dan Berfungsinya Sistem Inforasi 

Manajemen Kepegawaian 

Nilai Maturitas SPIP level 3, Pada semua PD Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP 

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lamongan 

baik  
Meningkatnya SPI Kabupaten Lamongan 

Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi 

pemerintah 

Teridentifikasi dan terpetakannya regulasi 

lingkup instansi pemerintah 

Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi 
Terwujudnya evaluasi dan perbaikan kinerja 

yang efektif, efisien dan tepat sasaran 
Penerapan Sistem penilaian kinerja individu 

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis 

kompetensi 

Meningkatnya upaya pendidikan dan pelatihan 

berbasis kompetensi 

Inisiatif SEMPOA (Sistem Elektronik Manajemen Pemantauan 

Orang Asing) 
Optimal dan Berfungsinya SEMPOA 

Menyediakan SDM yang kompeten di MPP untuk melayani 

konsultasi dan permohonan sesuai kewenangan PD 
Tersedianya SDM yang kompeten di MPP untuk 

melayani konsultasi dan permohonan sesuai 

kewenangan PD 

Pesan layanan penyedotan tinja melalui sistem elektronik 

dengan memanfaatkan media Whatsapp 

Terwujudnya Sistem Pelayanan Cepat dan 

Tanggap dengan menggunakan teknologi 

informasi 

Dapodik yang terintegrasi dengan Simtum dan Simbar dan 

kebijakan DAK, BOS 

Sosialisasi rutin dan berkala terhadap Petani Pengguna Air 

Sistem pelayanan publik melalui elektronik (info lowongan kerja 

dan pelayanan AK-1 online) 

SIAK yang terintegrasi dengan Pelayanan 

Pengembangan layanan pengaduan masyarakat  

 

C. Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan penataan dan pembenahan birokrasi sebagaimana tertuang 

dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini diimplementasikan melalui berbagai 

kegiatan yang diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan dalam rencana 

kerja OPD, dimana nama program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan nama 
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program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pengelompokan area perubahan dan sasaran perubahan birokrasi mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. 

Perumusan kegiatan terbagi kedalam 4 fokus perubahan sebagaimana pada huruf A 

pada bab ini. Berikut daftar kegiatan-kegiatan tersebut: 

1) Daftar Kegiatan Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

Tabel 3. 8 Kegiatan-Kegiatan Teridentifikasi Berdasarkan Analisis 

Permasalahan 

No Area Perubahan 

Prioritas 

Permasalahan Kegiatan-Kegiatan 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penataan SDM 

Aparatur 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Melalukan sosialisasi, monitoring dan 

evaluasi terkait kinerja pegawai 

kepada seluruh Pegawai PD Kab. 

Lamongan 

 

Tim Penilai Kinerja PNS belum 

sepenuhnya optimal dalam 

memberikan pertimbangan kepada 

Pejabat Pembina Kepegawaian atas 

usulan pengangkatan, pemindahan, 

dan 

pemberhentian dalam jabatan, 

pengembangan 

kompetensi, serta pemberian 

penghargaan bagi PNS. 

 

Belum dimanfaatkannya seluruh hasil 

pemetaan talenta sebagai dasar 

penempatan jabatan kritikal/ suksesi. 

 

Hasil assesment pegawai belum 

sepenuhnya dijadikan dasar mutasi 

internal dan pengembangan 

kompetensi pegawai. 

 

Pengembangan kompetensi dan karir 

ASN belum seluruhnya berdasarkan 

hasil/monitoring dan evaluasi kinerja 

 

Meningkatkan pemahaman terhadap 

tugas dan fungsi agen perubahan. 

 

Monitoring dan evaluasi terhadap agen 

perubahan yang belum maksimal 

 

Perlu evaluasi beban kerja organisasi 

dan tugas fungsi aparatur karena masih 

adanya beban kerja dan tusi yang 

tumpang tindih 
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Masih rendahnya nilai Indeks 

Profesionalitas ASN sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

 

Masih rendahnya nilai Indeks Sistem 

Merit sehingga perlu ditingkatkan 

untuk menjadi baik 

 

Masih rendahnya nilai Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN 

sehingga perlu perbaikan-perbaikan 

tatakelola manajemen ASN 

 

Pengembangan fitur SIMPEG yang 

terintegrasi dengan sistem informasi 

ASN (SIASN) dan sistem aplikasi 

lainnya yang terkait dengan 

manajemen ASN, sehingga 

memudahkan update data dan 

informasi dengan cepat 

 

Masih rendahnya nilai Indeks 

Kelembagaan sehingga perlu 

ditingkatkan untuk menjadi baik 

 

Masih rendahnya nilai Indeks SPBE 

sehingga perlu ditingkatkan untuk 

menjadi baik 

 

Kontrol terpusat terhadap aplikasi 

pendukung Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) perlu 

ditingkatkan 

 

Kompetensi Pegawai perlu 

ditingkatkan 

 

Monitoring dan Evaluasi berkala atas 

penanganan pengaduan masyarakat 

perlu ditingkatkan lagi 

 

meningkatkan kapasitas SDM dalam 

memberikan pelayanan yang cepat 

 

 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Penataan Tata 

Laksana 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Masih perlu ketersambungan antara 

tujuan, sasaran, dan indikator kinerja 

dalam perencanaan program kerja 

perangkat daerah 

 

Masih perlu evaluasi ketersambungan 

antara tujuan, sasaran, indikator 

kinerja, dan pelaporan pelaksanaan 

 

Memperbaiki ukuran kinerja outcome 

di setiap program dan ouput kegiatan 

dan sub kegiatan 

 

Meningkatkan kualitas evaluasi 

penerapan SAKIP 

 

Belum dilakukannya evaluasi terhadap 

peta proses bisnis yang ideal 
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mengingat dinamika regulasi yang 

sangat cepat 

Penerapan proses bisnis dalam setiap 

pelayanan publik 

 

Pemantapan SOP dan melakukan 

sosialisasi kepada stakeholder 

eksternal  

 

Peningkatan Monitoring dan Evaluasi 

SOP 

 

Sosialisasi secara berkala SAKIP ke 

seluruh PD di Kabupaten Lamongan 

belum optimal 

 

Masih terdapat temuan BPK terhadap 

beberapa kondisi proyek di lapangan 

 

Pencatatan pengadaan barang/jasa 

bernilai kecil dan swakelola dalam 

aplikasi SPSE belum optimal 

 

Perluasan cakupan sosialisasi e-office 

belum maksimal 

 

mengimplementasikan digitalisasi 

arsip 

 

Inovasi penggunaan IT belum 

dilaksanakan secara maksimal 

 

Perlu adanya inovasi dalam pelayanan 

publik 

 

 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Manajemen 

Perubahan 

(Mental 

Aparatur) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Peningkatan pengawasan terhadap 

Zona Integritas di OPD 

 

Pendampingan, penilaian dan 

pengawasan terhadap pembangunan ZI 

perlu ditingkatkan 

 

Beberapa PD belum melaksanakan 

pencanangan zona integritas 

 

Melakukan monitoring dan evaluasi 

secara berkala terhadap masalah 

Gratifikasi 

 

Melakukan sosialisasi untuk 

meningkatkan pemahaman mekanisme 

pelaporan atas LHKPN dan LKHASN 

 

Agen perubahan yang terbentuk belum 

sepenuhnya berhasil menciptakan 

inovasi-inovasi yang dimanfaatkan 

dalam pelaksanaan tugas/ pelayanan 

 

Beberapa PD belum mendapatkan  

predikat wilayah bebas dari korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) 
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Koordinasi dan Sosialiasi Kepada PD 

terkait pencegahan Korupsi di 

Kabupaten Lamongan  belum optimal 

 

Sosialisasi terkait aplikasi WBS belum 

optimal 

 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja 

yang efektif dan efisien dengan 

integritas dan kinerja yang tinggi 

 

Perubahan mind set dan kulture set, 

sehingga dengan perubahan pola pikir 

(mend set) dan budaya kerja (culture 

set) tersebut di harapkan akan menjadi 

stimulan bagi tercapainya Reformasi 

Birokrasi 

 

 

2) Daftar Kegiatan Prioritas Pemeliharaan untuk Hal-Hal yang Sudah Baik/Maju 

Tabel 3. 9 Kegiatan-Kegiatan Teridentifikasi Berdasarkan Analisis Hal Yang 

Sudah Dicapai/Baik 

Sasaran Reformasi 

Birokrasi 
Hal Yang Sudah Dicapai/Baik 

Kegiatan yang harus dilakukan 

dalam rangka 

pemeliharaan/peningkatan 

Birokrasi yang bersih 

dan akuntabel 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pembangunan ZI (Zona Integritas)  

Terbentuknya Unit Pengendali Gratifikasi  

Nilai akuntabilitas kinerja (A)  

Telah terbentuk agen perubahan Perangkat 

daerah 

 

Telah Mendapatkan penghargaan BKN 

Award 2021 Pemerintah Kabupaten Tipe 

A kategori Peringkat II atas Capaian dalam 

Implementasi Penilaian Kinerja  

 

Terdapat aplikasi E-Performance untuk 

menunjang fungsi pengawasan kinerja 

individu 

 

Telah terbentuk Tim Penilai Kinerja PNS  

Monitoring Centre for Prevention (MCP) 

nomer 1 Jawa Timur selama 3 Tahun 

berturut-turut 

 

Opini WTP oleh BPK selama 5 tahun   

Terdapat Aplikasi E -TLHP   

Tersedianya media Laporan Pengaduan 

masyarakat dan WBS  

 

Pengadaan Barang/ jasa sebagian besar 

menggunakan Aplikasi SPSE 

 

Birokrasi yang 

kapabel 

Kelembagaan Reformasi Birokrasi  

melalui Tim Reformasi Birokrasi 
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Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN 

diantaranya yaitu Sistem Iinformasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

 

Nilai Maturitas SPIP level 3, Pada semua 

PD 

 

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) 

Kabupaten Lamongan baik  

 

Melakukan identifikasi dan pemetaan 

regulasi lingkup instansi pemerintah 

 

Terdapat penilaian kinerja individu yang 

terkait dengan kinerja organisasi 

 

Penerapan Sistem penilaian kinerja 

individu 

 

Pengembangan pendidikan dan pelatihan 

pegawai berbasis kompetensi 

 

Kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja 

  

  

  

  

  

  

  

Inisiatif SEMPOA (Sistem Elektronik 

Manajemen Pemantauan Orang Asing) 

 

Menyediakan SDM yang kompeten di 

MPP untuk melayani konsultasi dan 

permohonan sesuai kewenangan PD 

 

Pesan layanan penyedotan tinja melalui 

sistem elektronik dengan memanfaatkan 

media Whatsapp 

 

Dapodik yang terintegrasi dengan Simtum 

dan Simbar dan kebijakan DAK, BOS 

 

Sosialisasi rutin dan berkala terhadap 

Petani Pengguna Air 

 

Sistem pelayanan publik melalui 

elektronik (info lowongan kerja dan 

pelayanan AK-1 online) 

 

SIAK yang terintegrasi dengan Pelayanan  

Pengembangan layanan pengaduan 

masyarakat  

 

 

3) Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Tabel 3. 10 Kegiatan-Kegiatan Teridentifikasi Berdasarkan Analisis Evaluasi 

Kinerja Layanan 

Sektor/Jenis 

Pelayanan 
Masalah Sasaran Perubahan Kegiatan 
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Sektor/Jenis 

Pelayanan 
Masalah Sasaran Perubahan Kegiatan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

4) Prioritas Perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah 

Tabel 3. 11 Quick Wins dan OPD Penanggung Jawab 

No Sektor Jenis Pelayanan Quick Wins 

SKPD 

Penanggung 

Jawab 

SKPD 

Terkait 

1      

    

2      

3      

    

    

4      
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D. Rencana Aksi 

Bagian ini memaparkan tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai 

dengan prioritas atau fokus perubahan, program/sub kegiatan, tahapan aktivitas, target-target tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu 

pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. 

Tabel 3. 12 Rencana Aksi Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 

Kegiatan Tahapan Indikator 

Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Anggaran 
Penanggung 

jawab 
Thn 

1 

Thn 

2 

Thn 

3 

Thn 

4 

Thn 

5 
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Kegiatan Tahapan Indikator 

Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Anggaran 
Penanggung 

jawab 
Thn 

1 

Thn 

2 

Thn 

3 

Thn 

4 

Thn 

5 
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Kegiatan Tahapan Indikator 

Perkiraan Waktu Penyelesaian 

Anggaran 
Penanggung 

jawab 
Thn 

1 

Thn 

2 

Thn 

3 

Thn 

4 

Thn 

5 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 
 

Bab ini menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi road map 

Reformasi Birokrasi sebagai upaya dalam menjaga konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan dari 

pelaksanaan, serta memetakan dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten 

Lamongan bagi masyarakat Lamongan. 

A. Monitoring 

Monitoring atau pemantauan merupakan usaha secara terus-menerus untuk memahami 

perkembangan tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan, dalam hal 

ini adalah reformasi birokrasi. Adapun tujuan monitoring reformasi birokrasi Kabupaten 

Lamongan adalah menjaga rencana kerja dan capaian-capaian dalam road map reformasi 

birokrasi sehingga dapat mencapai target sesuai dengan perencanaan. Monitoring reformasi 

birokrasi dilaksanakan pada unit/satuan kerja dalam lingkup pemerintah daerah. Melalui 

monitoring tersebut, dapat diketahui progres dari setiap capaian, juga mengetahui kendala 

maupun kesalahan yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokasi sehingga muncul sistem 

kendali pencapaian tujuan reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan.  

Monitoring reformasi birokrasi dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan on site 

dan pendekatan on desk. Pendekatan on site dilakukan dengan melakukan survei ke lapangan 

secara berkala terkait dengan bidang tugas atau pelayanan masing-masing perangkat daerah. 

Pendekatan on desk dilakukan melalui pertemuan rutin tim reformasi birokrasi Kabupaten 

Lamongan dan/atau mengundang ahli pada desk tersebut untuk meninjau perkembangan 

reformasi birokrasi. Monitoring diagendakan setiap kuartal (tiga bulan sekali) sehingga terdapat 

empat kali monitoring. Hasil dari survei menjadi bahan utama dalam pertemuan tersebut.  

 

 
Gambar 4. 1 Model Monitoring Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 

Sumber: Tim Penyusun, 2021 
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Pertemuan rutin dalam monitoring pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi 

dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Lamongan dan bertujuan untuk: 

1. membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan 

untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis; 

2. pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam road 

map dengan realisasinya; 

3. survei terhadap kepuasan masyarakat setiap semester dan persepsi anti korupsi setiap 

tahun; 

4. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang 

dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola 

Reformasi Birokrasi nasional. 

Adapun mekanisme pelaksanaan monitoring reformasi birokrasi pada lingkup Perangkat Daerah 

sebagai berikut:  

1. Setiap agen perubahan RB di Perangkat Daerah mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan 

monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Model monitoring sesuai dengan yang digambarkan pada gambar 4.1;  

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah secara rutin. Jika terdapat 

hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada 

pimpinan perangkat daerah. Hasil monitoring internal perangkat daerah dilaporkan kepada 

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;  

3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim reformasi birokrasi di Perangkat Daerah, harus 

merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-

langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;  

4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka 

permasalahan dapat dibawa pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Lamongan;  

 

B. Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan penting untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai, apakah program sesuai dengan rencana, dan atau dampak apa yang 
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terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan 

untuk menetapkan apakah program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau 

ditingkatkan. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan pengumpulan dan 

pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, 

program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam road map reformasi birokrasi.  

 

 

Gambar 4. 2 Model Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 

 

Evaluasi reformasi birokrasi dalam satu tahun dilakukan setiap tengah tahun dan akhir 

tahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi secara 

keseluruhan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan dengan komparasi atau membandingkan 2 

hal yaitu komparasi dengan tujuan reformasi birokrasi (membandingkan hasil pelaksanaan 

reformasi birokrasi dengan perencanaan reformasi birokrasi) dan komparasi dengan historikal 

(meninjau riwayat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan berpegang pada hasil monitoring.  

Adapun mekanisme evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup Perangkat 

Daerah sebagai berikut:  

1. Setiap agen perubahan Perangkat Daerah mengkordinasikan kegiatan dalam rangka 

pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan 

evaluasi setiap tengah tahun dan akhir tahun;  

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah kemudian diteruskan kepada 

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupetan Lamongan;  

3. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan 

langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah 

perbaikan yang sudah dirumuskan;  
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4. Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka 

permasalahan dapat dibawa dan dibahas bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi 

Kabupaten Lamongan;  

 

C. Manajemen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Sebagaimana dimandatkan dalam Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, maka dengan 

berbagai penyesuaian manajemen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Roadmap RB Kabupaten 

Lamongan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. 3 Manajemen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Road Map RB 

Kabupaten Lamongan 

Sumber: Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 

 

Adapun penjelasan gambar 4.3 tertera pada poin-poin berikut ini: 

1. Pelaku Monitoring dan Evaluasi 

Pelaku monitoring dan evaluasi adalah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupetan 

Lamongan, Tim Internal Perangkat Daerah terkait dan semua pelaku/stakeholders yang 

berkepentingan terhadap pencapaian target yang tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Pelaksana Reformasi 

Birokrasi di tingkat kabupaten bertanggungjawab mengkoordinasikan hasil pemantauan 

dan evaluasi yang dilakukan. 
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2. Obyek Monitoring dan Evaluasi 

Obyek monitoring dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan 

upaya pencapaian target Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan. Oleh 

karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak awal pelaksanaan yang terbagi menjadi 

empat fase monitoring dan kegiatan evaluasi dilakukan pada tengah tahun serta akhir tahun 

pelaksanaan. 

 

3. Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Lamongan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini: 

 

Gambar 4. 4  Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan mendorong pemerintah daerah untuk terus 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga tercipta 

pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan bersih. Melalui reformasi birokrasi Kabupaten 

Lamongan ini diharapkan pemerintah dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, 

profesional dan bersih dari KKN. Road map reformasi birokrasi ini menjadi instrumen 

pemerintah untuk merapikan dan menstimulus perubahan minset dan culture set pada 

performa/kinerja birokrasi pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain itu juga memperjelas peran 

tim pelaksana reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan dan pelaksana reformasi birokrasi pada 

setiap perangkat daerah. 

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Lamongan dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan 

dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merespon harapan tersebut. Meskipun 

dalam road map ini sudah menguraikan rencana aksi reformasi birokrasi, namun dalam 

praktiknya tidak menutup kemungkinan ada penambahan inovasi untuk menjawab berbagai 

permasalahan strategis sehingga proses monitoring dan evaluasi sangat penting untuk perbaikan 

kinerja reformasi birokrasi. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, dan setiap 

unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka 

mewujudkan target reformasi birokrasi. 

 Upaya untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan merupakan 

tanggung jawab semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi segenap elemen 

pemerintahan dan komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan Reformasi Birokrasi yang 

dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis 

digital, dan bebas korupsi untuk Lamongan yang Berkeadilan.   
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